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KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di
Gorontalo Tahun 2019 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka mewujudkan pemerintahan
yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean
government). Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo berkewajiban

menyusun pertanggungjawaban kinerja pada setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan
lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja
yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara. Laporan Kinerja disusun secara periodik dan merupakan
bentuk akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan
pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka
mencapai misi secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah
ditetapkan melalui penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) yang meliputi Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja,
Pengukuran Kinerja, pengelolaan data Kinerja, pelaporan Kinerja dan reviu
serta evaluasi Kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem
Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo
Tahun 2019 tertuang isu strategis yang sedang dihadapi saat ini, pengukuran
capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja tahun 2019 serta
membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun 2018, serta dibandingkan dengan capaian kinerja Balai POM lain yang
mempunyai cluster yang sama yaitu Balai POM di Ambon dan Balai POM di
Ambon. Evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.
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Pengukuran kinerja merupakan salah satu dasar utama dalam
menerapkan manajemen kinerja berupa upaya menjamin adanya peningkatan
pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan Klarifikasi
output dan outcome yang ingin dicapai menuju terwujudnya Balai Pengawas

Obat dan Makanan di Gorontalo yang akuntabel.

Selain sebagai media pertanggungjawaban kinerja, Laporan Kinerja juga
merupakan sumber informasi untuk melakukan perbaikan dan peningkatan
kinerja secara terus menerus dan berkesinambungan (sustainable and
continuing improvement) dalam upaya perbaikan perencanaan kinerja Balai

Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo di masa yang akan datang.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan
di Gorontalo Tahun 2019 ini diharapkan akan memberikan informasi kinerja
yang bermanfaat dan menjadi bahan pengambilan keputusan manajemen untuk

peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.
Gorontalo, 20 Februari 2020

Kepala Balai POM di Gorontalo

Yudi Noviandi, M.Sc., Tech., Apt
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IKHTISAR EKSEKUTIF
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Laporan Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Tahun

2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk mewujudkan visi dan

melaksanakan misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis periode

tahun 2015-2019 meliputi tujuan, sasaran dan indikator yang ingin dicapai

dalam tahun 2019.

Untuk mencapai tujuan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo

tahun 2015-2019, telah ditetapkan sasaran strategis yaitu :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu;

2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat

terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan;

3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan

aman;

4. Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis

risiko;

Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan;

6. Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM di Gorontalo sesuai roadmap
Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019.

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan Target Realisasi % Status
(Output)/Indikator Capaian
2019 2019
SS1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman 98,26 Baik
dan bermutu di masing-masing wilayah kerja
BB/BPOM
1 Indeks Pengawasan Obat dan Makanan 71 63,45 89,37 Cukup
2 Persentase Obat yang memenuhi syarat 94,00 | % 76,37 % 81,24 Cukup
3 Persentase Obat Tradisional yang memenuhi 80,00 | % 78,36 % 97,95 Baik
syarat
4 Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat 80,00 % 83,96 % 104,95 Baik
5 Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi | 87,00 | % | 100,00 | % 114,94 Sangat Baik
syarat
6 Persentase Makanan yang memenuhi syarat 71,00 | % 71,80 % 101,13 Baik
SS 2 | Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan 113,82 Sangat Baik
kesadaran masyarakat terhadap keamanan,
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manfaat dan mutu Obat dan Makanan
1 Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku 61 77,31 126,74 Tidak dapat
usaha di bidang Obat dan Makanan disimpulkan
2 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) 66 66,59 100,89 Baik
terhadap Obat dan Makanan aman
SS 3 | Meningkatnya pengetahuan masyarakat 116,11 Sangat Baik
terhadap Obat dan Makanan aman di masing-
masing wilayah kerja BB/BPOM
1 Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat 61,00 70,83 116,11 Sangat Baik
dan Makanan aman
SS 4 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat 113,08 Sangat Baik
dan Makanan berbasis risiko
1 Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar | 100,00 | % 99,03 % 99,03 Baik
2 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan 42,00 | % 65,85 % 156,79 Tidak dapat
yang memenuhi ketentuan disimpulkan
3 Persentase sarana distribusi Obat yang 56,67 | % 66,67 % 117,65 Sangat Baik
memenuhi ketentuan
4 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang 100,00 | % | 100,00 | % 100,00 Baik
diselesaikan tepat waktu
5 Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan 63,33 | % 58,22 % 91,93 Baik
makanan yang dilaksanakan
SS 5 | Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat 128,56 Tidak dapat
dan Makanan disimpulkan
1 Persentase perkara yang diselesaikan hingga 50,00 | % 64,28 % 128,56 Tidak dapat
tahap Il disimpulkan
SS 6 | Terwujudnya RB BB/BPOM sesuai roadmap 91,59 Baik
RB BPOM 2015 - 2019
1 Nilai AKIP BB/BPOM 81,00 74,18 91,58 Baik

Secara keseluruhan Balai POM di

Gorontalo pada tahun 2019

menunjukkan bahwa Program Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah

Gorontalo dapat dikatakan berhasil. Hal tersebut dapat ditunjukkan dari capaian

6 sasaran strategis yang menjadi Perjanjian Kinerja Kepala Balai POM di

Gorontalo dengan capaian : 3 Sangat Baik, 2 Baik, dan 1 tidak dapat

disimpulkan. Realisasi anggaran pada tahun 2019 juga menunjukkan kinerja

yang sangat memuaskan dengan kenaikan realisasi sebesar 8,85% dari

realisasi anggaran tahun 2018. Dapat disimpulkan pula, Balai POM di

Gorontalo menggunakan sumber daya dengan sangat cermat, sebagai bukti

dapat tersaji dalam data diatas, bahwa seluruh sasaran strategis menunjukkan

hasil yang efisien.
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Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di
wilayah Provinsi Gorontalo untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Balai
Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo didukung anggaran APBN Tahun
Anggaran 2019 sebesar Rp. 19.455.957.000,-(sembilan belas milyar empat
ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). Anggaran
tersebut terdiri atas Belanja Pegawai Rp 5.600.234.000,- (lima miliar enam
ratus juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ; Belanja Barang Rp
10.005.229.000,- (sepuluh miliar lima juta dua ratus dua puluh sembilan ribu
rupiah) ; serta Belanja Modal Rp 3.850.494.000,- (tiga miliar delapan ratus lima
puluh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). Realisasi anggaran
Balai POM di Gorontalo tahun 2019 adalah sebesar Rp 19.142.549.303,-
(98,39%), yang terdiri atas Belanja Pegawai Rp 5.456.840.693,- (97,44%);
Belanja Barang Rp 9.839.159.710,- (98,34%) dan Belanja Modal Rp
3.846.548.900,- (98,90%).

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo berupaya melakukan
perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja di masa
yang akan datang sehingga dapat tercipta manajemen kinerja pemerintahan
yang berorientasi hasil, melalui :

1. Penguatan pemberantasan obat dan makanan yang mengandung bahan
berbahaya/dilarang, dan ilegal termasuk palsu, melalui program-program
peningkatan keterlibatan aktif masyarakat diantaranya Kampanye
Cerdas Memilih Kosmetik Generasi Milenial, Gerakan Keamanan
Pangan Desa (GKPD), KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi), dan
Pasar Aman dari Bahan Berbahaya (PABB);

2. Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor melalui Forum Konsultasi
Publik;
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3. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan menerapkan Zona
Integritas sehingga terwujud Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Balai Pengawas Obat dan

Makanan di Gorontalo.

Gorontalo, 20 Februari 2020
Kepala Balai POM di Gorontalo

Yudi Noviandi, M.Sc., Tech., Apt
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HIGHLIGHT

Dalam melaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan
Makanan di wilayah Provinsi Gorontalo, Balai Pengawas Obat dan Makanan di
Gorontalo selalu berfokus untuk mencapai kinerja yang telah dijanjikan pada

perjanjian kinerja.

Selama tahun 2019 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo

meraih banyak keberhasilan diantaranya :

1. Penghargaan Terbaik 2 Kinerja Pengguna KKP dari Kanwil
Perbendaharaan Gorontalo;

2. Penghargaan Instansi Dengan Kinerja PPNS Terbaik dari POLDA
Gorontalo;

3. Pembentukan SAKA POM;

4. Reakreditasi ISO 17025:2017;

5. Resertifikasi ISO 9001:2015;

Hari Bakti
‘ Perbendaharaan

PENGHARGAAN

Diberikan Kepada
BPOM Provinsi Gorontalo (672859)

Atas Pencapaian
Kinerja Pengguna KKP Terbaik Ke - 2 T.A. 2019

Gorontalo, 29 Januari 2020
Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Gorontalo

Fahma Sari Fatma
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
I DAERAH GORONTALO
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

G““uu"la

Piagam Penghargaan
Nomor : KEP/01/1/2020
Diorihan FGpada :

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI GORONTALO

Atas prestasinya
Sebagai Instansi Dengan Kinerja PPNS Terbaik
di Provinsi Gorontalo Tahun 2019

: Gorontalo ¢
2 13 Januari 2020
ERSE KRIMINAL KHUSUS |

Keberhasilan yang telah dicapai selama tahun 2019 tidak akan

menjadikan seluruh keluarga besar Balai POM di Gorontalo berbangga diri
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bahkan akan menjadikan semangat untuk berkarya lebih baik lagi untuk

kemajuan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Gorontalo.
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PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perpres tersebut mewajibkan setiap
instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta
kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan
strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban
dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing,
lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya
disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut
menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini merupakan
salah satu materi laporan pertanggungjawaban pimpinan kepada suatu instansi
pemerintah secara vertikal dan juga sebagai media pertanggungjawaban

kepada masyarakat pada umumnya.

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo berdiri pada tanggal 19
Maret 2008 di Provinsi Gorontalo untuk melindungi masyarakat dari Obat dan
Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Peningkatan kemitraan dan
koordinasi yang telah dilakukan dengan berbagai pihak selama kurun waktu
2019 akan senantiasa dikembangkan demi terlaksananya tugas dan tanggung
jawab Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo sebagai institusi
pengawas obat dan makanan di Propinsi Gorontalo.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017, Tentang Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) ditetapkan sebagai Lembaga
Pemerintah Non Departemen (LPND) yang bertanggung jawab kepada

Presiden. Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 tentang
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Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan, Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai
POM) di Gorontalo merupakan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dari Badan
Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (Badan POM RI).

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan

Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas pokok:

i Me | a kkarakelaijakan teknis operasional di bidang pengawasan
Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 0

Mengacu pada model suatu lembaga regulasi yang efektif, maka dalam
melaksanakan tugas seperti diatas, Balai Pengawas Obat dan Makanan di

Gorontalo menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan
Makanan;

2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana / fasilitas produk Obat dan Makanan;
Pelaksanaan pemeriksaan sarana / fasilitas distribusi Obat dan Makanan
dan / atau sarana / fasilitas pelayanan kefarmasian;

4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana / fasilitas produksi dan / atau
distribusi Obat dan Makanan;

5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan,;

6. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;

7. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan
Makanan;

8. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat
di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

9. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan

Makanan;
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10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
pengawasan Obat dan Makanan;
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan

12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Stuktur Organisasi dan Tata Kerja BPOM disusun berdasarkan Keputusan
Kepala BPOM Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004.
Khusus Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar/Balai POM disusun berdasarkan
Keputusan Kepala BPOM Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan
Makanan.

Dalam pelaksanaan tugas Pokok dan fungsi Balai Pengawas Obat dan
Makanan di Gorontalo didukung dengan struktur organisasi yang terdiri dari 3
Seksi dan 1 Sub Bagian Tata Usaha yang melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Seksi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan
pengelolaan Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Pengaduan
Masyarakat, serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerjasama di
bidang Pengawasan Obat dan Makanan.

2. Seksi Pengujian mempunyai tugas melakukan pengujian kimia dan
mikrobiologi Obat dan Makanan.

3. Seksi Pemeriksaan dan Penindakan mempunyai tugas melakukan
inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat
dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi dan
pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan, serta
intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
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4. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi
penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan
dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan
pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana,

kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPOM di Gorontalo

KEPALA BALAI

KEPALASUB BAGIAN

TATA USAHA
KEPALASEKSI PEGUJIAN KEPALASEKSI KEPALASEKSI
PEMERIKSAAN DAN INFORMASI DAN
PENINDAKAN KOMUNIKASI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Tugas utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo sebagai
Unit Pelayanan Teknis adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat di
bidang obat dan makanan. Hal ini mempunyai posisi strategis karena produk-
produk ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Apabila pengelolaan tidak
dilakukan dengan benar, digunakan secara tidak tepat atau disalahgunakan,
maka akan berisiko memberikan dampak buruk bagi kesehatan dan

keselamatan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut Balai Pengawas Obat dan

Makanan di Gorontalo perlu senantiasa menjaga keseimbangan kepentingan
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antara perlindungan masyarakat / konsumen, perluasan akses produk bagi
masyarakat luas dan kepentingan strategis lain yang berkaitan dengan
perekonomian nasional dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan

teknologi.

D. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS
1. Lingkungan Internal (Kapasitas Balai POM di Gorontalo)

Balai POM di Gorontalo terletak di JI. Tengah, Toto Selatan, Bone
Bolango yang berbatasan dengan wilayah kota Gorontalo. Gedung balai POM
di Gorontalo terdiri dari dua lantai yang menempati tanah seluas lebih dari 5
hektar, lantai dasar diisi oleh seksi pemeriksaan dan penindakan, seksi
informasi komunikasi, seksi pengujian teranokoko, ULPK, gudang reagen &
suku cadang sementara dilantai 2 diisi sub bag Tata Usaha, Kepala Balai, aula,
seksi pengujian pangan bahan berbahaya & mikrobiologi. Saat ini laboratorium
Balai POM di Gorontalo telah menjadi rujukan hasil pengujian obat dan

makanan di Provinsi Gorontalo.

a. Luas Tanah
1. Kantor Lama (POS POM) : 333 m?
2. Kantor Baru : 5.630,12 m?

b. Luas Bangunan
1. Kantor Lama : 100 m?

2. Kantor Baru : 2.277,60 m?

c. Status Kepemilikan Tanah

1. Kantor Lama : Hak Milik Badan POM RI
2. Kantor Baru : Proses Sertifikasi (Hibah)
d. Rumah Dinas : 1 Unit (Sewa)

e. Penerangan
PLN : 130 KVA

f. Sarana Komunikasi
1. No. Telepon : (0435)822052, (0435) 8703732
2. Nomor Faximili : (0435) 822052
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3. Alamat e-mail

4.3

aringan Internet

. Sumber air

1. PDAM

2. Sumur Bor

. Kendaraan (Laik Pakai )

1. Kendaraan Roda Empat

a
b
C
d
e
f.

g

. Suzuki APV Arena GL
. Toyota Rush
. Kijang Innova G
. Kijang Innova V
. Isuzu
Suzuki APV Pick Up
. Daihatsu

2. Kendaraan Roda Dua

a
b
c

. Kawasaki
. Yamaha Jupiter Z
. Yamaha Xeon

i. Sumber Daya Manusia
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ulpk gorontalo@yahoo.co.id

bpom_gorontalo@pom.go.id

Menggunakan VPN dan Speedy

:Tahun Perolehan 2008
:Tahun Perolehan 2009
:Tahun Perolehan 2010
:Tahun Perolehan 2013
:Tahun Perolehan 2013 (Lab Keliling)
:Tahun Perolehan 2016
:Tahun Perolehan 2017 (Lab Keliling)

:Tahun Perolehan 2007
:Tahun Perolehan 2009
:Tahun Perolehan 2014

Jumlah Pegawai Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo

per 31 Desember 2019 adalah 48 orang, 1 orang sementara mengikuti

tugas belajar di tambah 23 Orang Pegawai Non PNS dengan rincian

sebagai berikut :

a. P

b. P

egawai PNS
Tata Usaha
Pengujian
Infokom
Pemdak
egawai NON PNS
Satpam

Pramubakti

: 9 Pegawai
: 22 Pegawai
: 5 Pegawai

: 12 Pegawai

: 5 Orang
: 7 Orang
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- Pramubakti Laboratorium : 4 Orang
- Cleaning Service : 3 Orang

- Sopir : 4 Orang

c. Jenis Pendidikan
Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo dengan jumlah
pegawai 48 Pegawai (1 pegawai tugas belajar), berlatar belakang

pendidikan yang berbeda-beda sebagai berikut:

1. Strata Dua (S.2) : 3 Orang

2. Apoteker : 15 Orang

3. Strata Satu (S.1) : 15 Orang

4. Diploma Tiga (D.3) : 15 Orang
j- Anggaran

Anggaran Kegiatan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo
yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada
Tahun 2019 sebesar sebesar Rp. 19.455.957.000,-(sembilan belas
milyar empat ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh
ribu rupiah) Untuk Realisasi Anggaran Balai POM di Gorontalo dari
jumlah anggaran yang dialokasikan telah terealisasikan sebesar Rp
19.142.549.303,- (98,39%).

2. Lingkungan Eksternal (Data Umum Provinsi Gorontalo)
a. Luas wilayah

Provinsi Gorontalo memiliki luas wilayah 12.435 km? Jika
dibandingkan dengan wilayah Indonesia, luas wilayah Provinsi ini hanya
sebesar 0,63 persen, Provinsi Gorontalo terdiri dari lima kabupaten dan 1
kota, secara geografis Provinsi Gorontalo berada di bagian utara pulau
Sulawesi, yaitu berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Utara di
sebelah timur dan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah barat,
sedangkan di sebelah utara berhadapan langsung dengan Selat

Sulawesi dan sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini.
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. Jumlah Kabupaten/Kota di Gorontalo

x Kota : 1 (Satu)

x  Kabupaten : 5 (Lima)

x  Kecamatan . 77 (Tujuh puluh tujuh)

x Desa . 663 (Enam Ratus Enam Puluh Tiga)

Wilayah kerja Balai POM di Gorontalo :

1. Kabupaten Boalemo dengan luas wilayah 1.736,61 km?
Kabupaten Gorontalo dengan luas wilayah 2.143,48 km?
Kabupaten Pohuwato dengan luas wilayah 4.455,60 km?
Kabupaten Bone Bolango dengan luas wilayah 1.891,49 km?

Kabupaten Gorontalo Utara dengan luas wilayah 2.141,86 km?

o gk~ Wb

Kota Gorontalo dengan luas wilayah 65,96 km?

. Pola Transportasi di Wilayah Kerja Balai POM di Gorontalo
Pola Transportasi yang digunakan ke semua kabupaten/kota di

Provinsi Gorontalo adalah melalui transportasi darat.

. Lama Waktu Perjalanan Ke Wilayah Kerja

Tergantung wilayah kerja yang akan dikunjungi, waktu tempuh
tercepat dari ibu kota Provinsi adalah sekitar = 1 jam dengan kendaraan
umum, sedangkan waktu tempuh terjauh selama + 6 jam yaitu ke

Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato.

. Waktu yang diperlukan di satu wilayah kerja

Waktu yang diperlukan dalam satu wilayah kerja dari Kota Gorontalo
Ke Kabupaten Bone Bolango + 2 Jam, Kabupatem Gorontalo + 1,5 Jam,
Kabupaten Gorontalo Utara + 3 Jam, Kabupaten Boalemo + 4 Jam dan

Kabupaten Pohuwatu + 6 Jam

. Sarana yang diawasi
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Dalam rangka pengawasan obat dan makanan, sarana produksi dan

distribusi yang diawasi sejumlah 844 sarana dengan rincian sebagai

berikut :
a. Sarana Produksi Produk OMKA 41
b. Sarana Distribusi Produk OMKA dan
Sarana Pelayanan Kefarmasian : 803
TOTAL 1 844

E. ISU STRATEGIS

Selama periode 2015-2019, pelaksanaan peran dan fungsi Balai POM di
Gorontalo telah diupayakan secara optimal untuk mencapai target kinerja. Tiga
hal yang secara terus menerus menjadi perhatian dalam memberikan
perlindungan masyarakat yang semakin optimal: (1) Peningkatan sistem
pengawasan obat dan makanan (Regulatory System), (2) Peningkatan jaminan
kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku
usaha, dan kemitraan dengan pemangku kepentingan, serta partisipasi
masyarakat melalui kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi, (3)
Peningkatan kualitas dan Kapasitas kelembagaan BPOM

Dari permasalahan tersebut terdapat beberapa penyebab potensial dan
strategis bagi BPOM Gorontalo untuk dilakukan pembenahan di masa
mendatang. Diharapkan pencapaian kinerja berikutnya akan lebih optimal. Di
bawah ini pada gambar terdapat diagram yang menunjukkan analisa
permasalahan pokok dan isu-isu strategis sesuai dengan tupoksi dan

kewenangan sebagai berikut:
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Gambar 1.2 Diagram permasalahan dan isu strategis, kondisi saat ini dan
dampaknya

BELUM OPTIMALNYA PERA
BPOM DALAM
MELAKSANAKAN

PENGAWASAN OBAT DAN

MAKANAN

f \ [ Belum Optimalnya\ fBeIum Optimalny:

Belum Optimalny Kepatuhan Pelaku Usal Peran Serta

Pelayanan Publi Ketedn?lljzrz gﬂ;nmlf:ril;;ra Masyarakat dalan
BPOM yang Prin Produksi dan Distribus peidawasanba

. )\ ovatdan Makanan dan Makanan

—E—

PERAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI

GORONTALO

Pengujian pr odul Pembinaan dan bimbingan kepada
dan penyi di kan, pemangku kepentingan
serta sarana p
di stribusi

Berdasarkan kondisi tersebut, Balai POM di Gorontalo sebagai unit
pengawas obat dan makanan di Provinsi Gorontalo masih perlu dilakukan
penguatan, baik kelembagaan maupun sumber daya manusia sehingga kinerja
di masa mendatang semakin optimal dan memastikan berjalannya proses
pengawasan obat dan makanan yang lebih baik dalam koridor hukum dalam
menjaga keamanan mutu serta manfaat obat dan makanan. Sehingga
diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan
kesehatan masyarakat Gorontalo pada khususnya dan Indonesia pada

umumnya.

| LAKIP 20191 20 l



Terdapat 6 isu strategis yang dihadapi Balai POM di Gorontalo sesuai
peran dan kewenangannya untuk memperkuat dan meningkatkan kinerja di
masa yang akan datang:
1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu;
2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat
terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan;
3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan
aman;
4. Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis
risiko;
5. Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan;
6. Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM di Gorontalo sesuai roadmap
Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019.

Dalam memperkuat peran dan kewenangan tersebut, Balai POM di
Gorontalo secara terus menerus akan melakukan perbaikan baik di bidang
pengujian laboratorium, pemeriksaan dan penindakan, serta sertifikasi produk,
dan sarana produksi serta distribusi. Dengan adanya lingkungan strategis yang
dapat mempengaruhi, unit Balai POM di Gorontalo perlu terus melakukan
evaluasi dan dapat menyesuaikan diri sesuai dengan perkembangan zaman.
Sehingga pada akhirnya dapat menjadi bagian dalam mempercepat

pembangunan nasional khususnya di bidang kesehatan.

Sesuai dengan dinamika lingkungan strategis, nasional maupun global,
permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin
kompleks demikian juga yang dihadapi Badan POM. Globalisasi membawa
mudahnya informasi diperoleh, distribusi barang dan jasa berdampak pada
munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan
modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber
daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas batas
Negara dan lintas batas antar provinsi serta percepatan penyebaran wabah
penyakit mencerminkan tantangan nyata yang dihadapai Badan POM dan Balai
POM di Gorontalo.
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Secara garis besar, lingkungan strategis yang bersifat eksternal yang
dihadapi oleh BPOM terdiri atas 2 (dua) isu mendasar, yaitu kesehatan dan
globalisasi. Isu kesehatan yang akan diulas disini adalah Sistem Kesehatan
Nasional (SKN) dan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sedangkan
terkait globalisasi, akan diulas tentang perdagangan bebas, komitmen
internasional, perubahan iklim, MEA dan demografi. Isu-isu tersebut saling
terkait satu dengan yang lain. Adapun lingkungan strategis yang mempengaruhi

peran BPOM baik internal maupun eskternal adalah sebagai berikut:

1. Sistem Kesehatan Nasional (SKN)

Sistem Kesehatan Nasional (SKN) merupakan wujud dan sekaligus
metode penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai
upaya bangsa Indonesia dalam satu derap langkah guna menjamin tercapainya
tujuan pembangunan kesehatan.

Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh dukungan
sistem nilai dan budaya masyarakat yang secara bersama terhimpun dalam
berbagai sistem kemasyarakatan. SKN merupakan bagian dari sistem
kemasyarakatan yang dipergunakan sebagai acuan utama dalam
mengembangkan perilaku dan lingkungan sehat serta menuntut peran akitif
masyarakat dalam berbagai upaya kesehatan tersebut.

Upaya pelayanan kesehatan masyarakat diselenggarakan oleh semua
pihak (pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat) melalui
peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan dan pemulihan
kesehatan. Bentuk pelayanan kesehatan tersebut berupa layanan Rumah Sakit,
Puskesmas dan kegiatan peran serta masyarakat melalui Posyandu.

Di sisi lain, menjamurnya sistem dan model serta klinik-klinik kesehatan
dan pengobatan alternatif juga makin menambah beban dan daya jangkau
BPOM untuk makin melebarkan sayap dan menajamkan matanya dalam
melakukan pengawasan yang lebih komprehensif.

Semakin banyak pelayanan kesehatan yang disediakan, maka akan
semakin mempengaruhi kebutuhan pelayanan pendukung kepada kesehatan

masyarakat tersebut, yang antara lain tentunya adalah kebutuhan akan obat
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semakin meningkat. Penjaminan mutu obat merupakan bagian yang tidak
terpisahkan juga dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Hal ini
merupakan tantangan ke depan yang akan dihadapi oleh BPOM dalam
penyediaan obat-obatan yang aman dan bermutu.

Penjaminan mutu obat tidak terlepas dari kualitas obat tersebut. Beberapa
permasalahan lainnya yang juga memerlukan perhatian dalam penjaminan mutu
obat adalah koordinasi seluruh pemangku kepentingan dalam penjaminan mutu
obat yang beredar seperti Kemenkes, Dinkes, BKKBN termasuk industri farmasi
dalam hal tingkat kematangannya dalam penerapan CPOB. Terkait meluasnya
penggunaan jamu dan obat-obat tradisional, serta pengobatan secara tradisional di
masyarakat diperlukan peningkatan penelitian ilmiah lebih lanjut.

Di samping itu juga munculnya bibit penyakit baru atau bibit penyakit yang
dulu pernah ada dan sudah langka kasusnya sekarang, namun kini berjangkit
kembali. Penyakit ini, baik menular maupun yang tidak menular sebagai akibat dari
adanya perubahan iklim secara global, fluktuasi ekonomi, model perdagangan
bebas dan kemajuan teknologi maupun transisi dari demografi, juga turut
mengubah pola dan gaya hidup dari masyarakat Indonesia dalam mengkonsumsi
Obat dan Makanan.

Untuk itu, permasalahan ini menjadi tantangan tersendiri bagi BPOM untuk
dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengkonsumsi obat yang
beredar di pasaran. Dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat, BPOM
selama ini melakukan kontrol dalam bentuk penilaian sebelum produk beredar di
pasar dan pengawasan secara ketat terhadap produk yang sudah beredar luas di
masyarakat. Selain itu, BPOM juga dapat memberikan informasi dan edukasi pada
masyarakat mengenai produk obat yang aman, bermutu dan berkhasiat.

Balai POM di Gorontalo merupakan penyelenggara subsistem sediaan
farmasi, alat kesehatan dan makanan, utamanya untuk menjamin aspek
keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta
upaya kemandirian di bidang pengawassan Obat dan Makanan. Pengawasan
sebagai salah satu unsur dalam subsistem tersebut dilaksanakan melalui

berbagai upaya secara komprehensif oleh Balai POM di Gorontalo, yaitu:

Jj/’

BADAMN FOM

LAKIP 2019 | 23

]




No

Upaya terkait jaminan aspek

CEMEUERNGQESEWAGCIEREELER

dan mutu Obat dan Makanan yang

beredar

Pengawasan melibatkan berbagai

pemangku kepentingan yaitu
pemerintah daerah, SKPD, pelaku
usaha dan masyarakat secara
terpadu dan bertanggung jawab;

Pelaksanaan pengawasan yang baik
didukung dengan sumber daya yang
memadai secara kualitas maupun
kuantitas, sistem manajemen mutu,
referensi ilmiah, kerja sama antar
Balai, laboratorium pengujian mutu
yang
transparan;

andal, independen dan
Pengambilan dan pengujian sampel,
surveilan, serta pemantauan label
atau penandaan iklan dan promosi;

Penegakan hukum yang konsisten
dengan efek jera yang tinggi untuk
termasuk

setiap pelanggaran,

pemberantasan produk palsu dan

ilegal,

Perlindungan = masyarakat  dari
penyalahgunaan narkotika,
psikotropika, zat adiktif sebagai
upaya yang terpadu antara upaya
refresif, preventif, kuratif, dan
rehabilitatif;

Perlindungan masyarakat terhadap

No

1

Upaya terkait kemandirian

Obat dan Makanan

Pembinaan terhadap industri
rumah tangga pangan (IRTP)

agar dapat melakukan produksi

sesuai CPMB dan dapat
melakukan usaha dan
menjalankan usaha secara

efektif dan efisien sehingga

mempunyai daya saing.

v

BADAMN FOM

| LAKIP 2019 24 l



cemaran sediaan farmasi dari
bahan-bahan dilarang atau
penggunaan  bahan  tambahan
makanan yang tidak sesuai dengan

persyaratan;

2. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

SJSN merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin
agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak
menuju terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat
Indonesia. Sistem ini merupakan program negara dalam rangka mewujudkan
kesejahteraan rakyat melalui pendekatan sistem. Sistem ini diharapkan dapat
menanggulangi risiko ekonomi karena sakit, PHK, pensiun usia lanjut dan risiko
lainnya dan merupakan cara (means), sekaligus tujuan (ends) dalam
mewujudkan kesejahteraan. Untuk itu, dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional
juga diberlakukan penjaminan mutu obat yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan juga dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

Implementasi SISN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak
langsung terhadap pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah
meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk obat, baik dari dalam
maupun luar negeri karena perusahaan/industri obat akan berusaha menjadi
supplier obat untuk program pemerintah tersebut. Selain peningkatan jumlah
obat yang akan diregistrasi, jenis obat pun akan sangat bervariasi. Hal ini,
disebabkan adanya peningkatan demand terhadap obat sebagai salah satu
produk yang dibutuhkan. Sementara dampak tidak langsungnya diasumsikan
adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya.
Dampak lain adalah banyak industri farmasi yang akan melakukan
pengembangan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi dengan perluasan
sarana yang dimiliki. Adanya peningkatan kapasitas dan fasilitas tersebut, maka
akan terjadi peningkatan permohonan sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang

Baik (CPOB). Dalam hal ini peran BPOM akan semakin besar, antara lain
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adalah peningkatan pengawasan pre-market melalui sertifikasi CPOB dan post-
market melalui intensifikasi pengawasan obat pasca beredar.

Dengan penerapan SJSN, Balai POM di Gorontalo juga harus lebih
intensif dalam melaksanakan pengawasan post-market terhadap mutu obat
beredar termasuk farmakovigilan utamanya Monitoring Efek Samping Obat
(MESO).

3. Globalisasi, Perdagangan Bebas dan Komitmen Internasional

Globalisasi merupakan suatu perubahan interaksi manusia secara luas,
yang mencakup banyak bidang dan saling terkait: ekonomi, politik, sosial,
budaya, teknologi dan lingkungan. Proses ini dipicu dan dipercepat dengan
berkembangnya teknologi, informasi dan transportasi yang sangat cepat dan
massif akhir-akhir ini dan berkonsekuensi pada fungsi suatu negara dalam
sistem pengelolaannya. Era globalisasi dapat menjadi peluang sekaligus
tantangan bagi pembangunan kesehatan, khususnya dalam rangka mengurangi
dampak yang merugikan, sehingga mengharuskan adanya suatu antisipasi
dengan kebijakan yang responsif.

Dampak dari pengaruh lingkungan eksternal khususnya globalisasi
tersebut telah mengakibatkan Indonesia masuk dalam perjanjian-perjanjian
internasional, khususnya di bidang ekonomi yang menghendaki adanya area
perdagangan bebas (Free Trade Area). Ini dimulai dari perjanjian ASEAN-6
(Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand)
Free Trade Area, ASEAN-China Free Trade Area, ASEAN-Japan
Comprehensive Economic Partnership (AJCEP), ASEAN-Korea Free Trade
Agreement (AKFTA), ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA) dan
ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA). Dalam hal
ini, memungkinkan negara-negara tersebut membentuk suatu kawasan bebas
perdagangan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi kawasan
regional dan berpeluang besar menjadikan ASEAN sebagai basis produksi
dunia serta menciptakan pasar regional. Hal ini membuka peluang peningkatan
nilai ekonomi sektor barang dan jasa serta memungkinkan sejumlah produk

Obat dan Makanan Indonesia akan lebih mudah memasuki pasaran domestik

Jj/’

BADAMN FOM

LAKIP 2019 | 26

]




Jj/’

BADAMN FOM

negara-negara yang tergabung dalam perjanjian pasar regional tersebut. Dalam
menghadapi FTA dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir tahun 2015,
diharapkan industri farmasi, obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan
dan makanan dalam negeri mampu untuk menjaga daya saing terhadap produk
luar negeri.

Dengan masuknya produk perdagangan bebas tersebut yang antara lain
adalah obat, kosmetik, suplemen kesehatan, dan makanan, termasuk jamu dari
negara lain, merupakan persoalan krusial yang perlu segera diantisipasi.
Realitas menunjukkan bahwa saat ini Indonesia telah menjadi pasar bagi
produk Obat dan Makanan dari luar negeri yang belum tentu terjamin
keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi. Untuk itu, masyarakat
membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam mengkonsumsi Obat
dan Makanan tersebut.

Perdagangan bebas juga membawa dampak tidak hanya terkait isu-isu
ekonomi saja, hamun juga merambah pada isu-isu kesehatan. Terkait isu
kesehatan, masalah yang akan muncul adalah menurunnya derajat kesehatan
yang dipicu oleh perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat tanpa
diimbangi dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kesehatan.
Permasalahan ini akan semakin kompleks dengan sulitnya pemerintah dalam
membuka akses kesehatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat, khususnya
untuk masyarakat yang berada di pelosok desa dan perbatasan. Sebagai
contoh, saat ini akses masyarakat untuk mendapatkan obat legal dari apotek
masih terbatas sehingga menyebabkan harga obat menjadi lebih mahal. Di sisi
lain, secara nasional jumlah apotek yang ada juga masih kurang, dimana
belum semua kecamatan terjangkau dengan layanan apotek.

Perdagangan bebas membuat kepekaan fAber bi
Kebutuhan obat yang tinggi dengan ketersediaan yang rendah ditambah
lemahnya pengawasan dan penegakan hukum membuat masih banyaknya
ditemukan obat-obat yang tidak memenuhi ijin edar dan mengandung bahan
baku yang berbahaya. Hal ini jelas akan sangat merugikan masyarakat.
Berdasarkan data WHO (World Health Organization), praktik pemalsuan produk

obat di dunia rata-rata mencapai 10%, dan mencapai 20-40% untuk negara
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berkembang termasuk Indonesia. Tentunya hal ini menjadi tantangan yang
sangat serius bagi BPOM sebagai lembaga negara yang bertanggungjawab
terkait dengan pengawasan atas produk Obat dan Makanan yang beredar di
masyarakat.

Berdasarkan data Balai POM di Gorontalo, jumlah pelanggaran di bidang
Obat dan Makanan yang ditemukan di lapangan masih banyak dengan didapati
7 (tujuh) kasus di bidang penyidikan obat dan makanan, pada hasil uji
laboratorium pada tahun 2019 untuk produk tidak memenuhi syarat (TMS)
masih cukup banyak.

4.  Perubahan Iklim

Ancaman perubahan iklim dunia, akan semakin dirasakan oleh sektor
pertanian khususnya produk bahan pangan di Indonesia. Perubahan iklim dapat
mengakibatkan berkurangnya ketersediaan pangan yang berkualitas, sehat,
bermanfaat, dengan harga yang kompetitif. Dari sisi ekonomi makro, industri
makanan dan minuman di masa yang akan datang perannya akan semakin
penting sebagai pemasok pangan dunia.

Semakin besarnya kontribusi industri pengolahan, dengan subsektor
makanan, minuman dan tembakau serta sub-sektor pupuk, kimia dan barang
dari karet terhadap output nasional, maka akan semakin besar juga tugas dari
Balai POM di Gorontalo untuk mengawasi dan menjamin keamanan proses
produksi produk makanan dari hulu hingga hilir. Selain produk makanan yang
termasuk didalamnya, terdapat industri obat-obatan, yakni obat kimia, maupun
suplemen yang berbahan baku dari herbal. Ekonom Faisal Basri dalam
Kompasiana, Nopember 2010, menyatakan bahwa industri makanan dan
minuman berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini
terlihat dari hasil ekspor-impor produk makanan dan minuman serta peringkat
pertumbuhan industri. Namun hasil peningkatan ini masih perlu didukung
dengan peran teknologi (inovasi produk, kemasan dan lainnya), infrastruktur
(logistik kebutuhan industri), institusi (peraturan yang terkait industri makanan
dan minuman), health and primary education (sumber daya manusia

Indonesia). Jadi peran dan fungsi dari Balai POM di Gorontalo akan semakin
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berat dan sangat dibutuhkan dalam upaya mencegah Obat dan Makanan
mengandung bahan berbahaya bagi tubuh.

Selain dari sisi pangan, perubahan iklim juga dapat mengakibatkan
munculnya bibit penyakit baru hasil mutasi gen dari beragam virus. Bibit
penyakit baru tersebut diantaranya virus influenza yang variannya sekarang
menjadi cukup banyak dan mudah tersebar dari satu negara ke negara lain.

Menurut Kementerian Kesehatan yang bekerja sama dengan Research
Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC-UIl) tahun 2013,
dalam pelaksanaan kajian dan pemetaan model kerentanan penyakit infeksi
akibat perubahan iklim, Indonesia merupakan wilayah endemik untuk beberapa
penyakit yang perkembangannya terkait dengan pertumbuhan vektor pada
lingkungan, misalnya Demam Berdarah Dengue, Malaria dan Tuberkulosis. Jadi
di Indonesia, terdapat tiga penyakit yang perlu mendapat perhatian khusus
terkait perubahan iklim dan perkembangan vector yaitu Malaria, Demam
Berdarah Dengue (DBD) dan Diare. Selain dari ketiga jenis penyakit tersebut,
masih ada lagi penyakit yang banyak ditemukan akibat adanya perubahan iklim
seperti, Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA) dan penyakit batu ginjal.

Dengan adanya potensi permasalahan serta peluang dari proses
perubahan iklim, diperlukan peranan dari Balai POM di Gorontalo dalam
mengawasi peredaran varian produk obat yang baru dari jenis penyakit
tersebut, baik yang diproduksi di dalam negeri, maupun yang berasal dari luar
negeri. Selain dari obat, varian obat baru ini juga diikuti pula dengan jenis obat
herbal tradisional Indonesia dan Cina yang paling banyak beredar di pasar.
Kondisi ini menuntut kerja keras dari Balai POM di Gorontalo untuk melakukan

pengawasan terhadap peredaran obat tersebut.

5. Perubahan Ekonomi dan Sosial Masyarakat

Kemajuan dari ekonomi Indonesia dapat dilihat dari indikator makro-
ekonomi, yakni pendapatan perkapita sebesar USD 3000 tahun 2010 dan
diproyeksikan pada tahun 2025 mencapai USD 14.250i1 15.500 (Bappenas;
2012) dan telah menjadi 10 besar negara yang mendominasi kekuatan ekonomi
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dunia. Indikator ini menunjukan besarnya daya beli yang ada pada masyarakat
Indonesia. Secara teori dan fakta, bahwa semakin tinggi pendapatan maka
semakin besar pula konsumsi masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang
memiliki standar dan kualitas.

Berdasarkan data konsumsi obat yang dilakukan masyarakat Indonesia,
sebagian besar penduduk masih banyak yang mengkonsumsi obat modern
dibandingkan dengan obat tradisional. Konsumsi obat modern pada tahun 2012
mencapai 91,40%, sedangkan obat tradisional hanya sebanyak 24,33%.
Beberapa penyakit degeneratif, yakni penyakit yang dimiliki para kaum lanjut
usia justru banyak menggunakan obat-obatan dalam jangka waktu yang relatif
lebih lama.

Secara teori semakin tinggi pendapatan maka semakin besar pula
konsumsi masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang memenuhi standar
dan kualitas. Sehubungan dengan hal tersebut, tantangan yang dihadapi Balai
POM di Gorontalo adalah melakukan pengawasan post-market.

Berdasarkan data sarana produksi dan distribusi obat dan makanan yang
ada di provinsi Gorontalo tahun 2019 (41 sarana produksi Obat dan Makanan,
803 sarana distribusi Obat dan makanan) ini menggambarkan bahwa perlu
pengawasan secara serius dan berkesinambungan dalam menjamin produk
yang beredar pada sarana-sarana tersebut. Untuk melindungi masyarakat dari
obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, mutu dan manfaat.
Mengingat jumlah sarana yang relatif begitu besar dibanding tenaga pengawas
Balai POM yang ada, Balai POM di Gorontalo harus mampu melakukan
pengawasan dengan strategi khusus agar dapat menjangkau sarana yang

kurang berimbang tersebut.

6. Demografi dan Perubahan Komposisi Penduduk

Wilayah provinsi ini berbatasan langsung dengan dua provinsi lain,
diantaranya Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Barat dan Provinsi Sulawesi
Utara di sebelah Timur. Sedangkan di sebelah Utara berhadapan langsung

dengan Laut Sulawesi dan di sebelah Selatan dibatasi oleh Teluk Tomini. Luas
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Provinsi Gorontalo secara keseluruhan adalah 12.435 km2. Apabila
dibandingkan dengan wilayah Indonesia, luas wilayah provinsi ini hanya
sebesar 0,63 persen. Provinsi Gorontalo terdiri dari 5 (lima) kabupaten dan 1
(satu) kota, yaitu Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten
Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kota
Gorontalo. Kabupaten Pohuwato merupakan wilayah terluas di Provinsi
Gorontalo dengan luas area sebesar 35,83 persen, sedangkan Kota Gorontalo
memiliki wilayah terkecil di Provinsi Gorontalo sebesar 0,53 persen.

Jumlah penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2017 adalah 1.168.190 jiwa,
di mana Laki-laki mencakup angka tertinggi yang berjumlah 585.210 jiwa
sementara Perempuan berjumlah 582.980 (Sumber BPS : Gorontalo Dalam
Angka 2018).

Rata rata laju pertumbuhan penduduk pertahun menurut Kabupaten/ Kota
adalah Jumlah Penduduk untuk Kabupaten Boalemo sebesar 158.333 atau
Laju Pertumbuhannya 2,81 %, Jumlah Penduduk untuk Kabupaten Gorontalo
sebesar 374.923 atau Laju Pertumbuhannya 0,55 %, Jumlah Penduduk untuk
Kabupaten Pohuwato sebesar 153.991 atau Laju Pertumbuhannya 2,40 %,
Jumlah Penduduk untuk Kabupaten Bone Bolango sebesar 157.186 atau Laju
Pertumbuhannya 1,25 %, Jumlah Penduduk untuk Kabupaten Gorontalo Utara
sebesar 112.975 atau Laju Pertumbuhannya 1,03 %,dan Jumlah Penduduk

untuk Kota Gorontalo sebesar 210.782 atau Laju Pertumbuhannya 2,10 %.

7. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Desentralisasi bidang kesehatan dan komitmen pemerintah belum dapat
berjalan sesuai harapan. Kerjasama lintas sektor dan dukungan peraturan
perundangan merupakan tantangan yang sangat penting dalam menyinergikan
kebijakan kesehatan khususnya dalam pengawasan obat dan makanan.
Desentralisasi bidang kesehatan belum sesuai yang diharapkan sehingga
belum optimal memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang
semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan

kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara
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konkuren antara pusat dan daerah. Hal ini berdampak pada pengawasan obat
dan makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah
(borderless) sehingga perlu adanya one line command (satu komando), apabila
terdapat suatu produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat maka
dapat segera ditindaklanjuti.

Desentralisasi dapat menimbulkan beberapa permasalahan di bidang
pengawasan Obat dan Makanan di antaranya kurangnya dukungan dan
kerjasama dari pemangku kepentingan di daerah sehingga tindaklanjut hasil
pengawasan Obat dan Makanan belum optimal.

Untuk itu, agar tugas pokok dan fungsi Balai POM di Gorontalo berjalan
dengan baik, diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang
baik dari para pelaku untuk menghasilkan tata penyelenggaraan pembangunan
kesehatan yang baik (sound governance). Pembangunan kesehatan harus
diselenggarakan dengan menggalang kemitraan yang dinamis dan harmonis
antara pemerintah pusat dan daerah, antara pemerintah dan masyarakat,
termasuk swasta dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki masing-
masing. Dengan berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah, merupakan tantangan bagi Balai POM di Gorontalo untuk
melaksanakan kegiatan terkait Obat dan Makanan yang dilimpahkan ke daerah.

8. Perkembangan Teknologi

Pasar sediaan farmasi masih didominasi oleh produksi domestik, namun
penyediaan bahan baku obat yang diperoleh dari impor mencapai 96% dari
kebutuhan. Padahal, Indonesia memiliki 9.600 jenis tanaman berpotensi
mempunyai efek pengobatan, baru 300 jenis tanaman yang telah digunakan
sebagai bahan baku. Dengan kemajuan teknologi dan besarnya kebutuhan
sehingga produk-produk farmasi semakin banyak yang beredar yang menjadi
objek pengawasan.

Selain teknologi produksi juga didukung dengan teknologi transportasi.
Perkembangan industri transportasi baik darat, laut dan udara maupun jasa
pengiriman barang mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sehingga

distribusi Obat dan Makanan secara masal dapat dilakukan lebih efisien. Untuk
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itu, dampak pengawasan atas peredaran Obat dan Makanan semakin tinggi,
dikarenakan distribusi Obat dan Makanan ke tempat tujuan di seluruh wilayah
Indonesia semakin cepat termasuk seluruh wilayah kabupaten , Kota Provinsi
Gorontalo sehingga antipasi pengawasan obat dan makanan juga harus sama
cepatnya.

Seiring dengan Kemajuan teknologi produksi di bidang Obat dan Makanan
meliputi perkembangan vaksin baru dan produk biologi lain, pangan hasil
rekayasa genetika, pangan iradiasi. Ini adalah sebagian dari kemajuan
teknologi produksi yang diprediksi akan semakin meningkat seiring dengan
perkembangan ilmu pengetahuan. Kondisi ini menuntut Balai POM di Gorontalo
meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sebagai unit pengawas, utamanya
pengetahuan teknologi laboratorium pengujian Balai POM di Gorontalo.

Kemajuan teknologi telah memungkinkan industri Obat dan Makanan
untuk berproduksi dalam skala besar dengan cakupan yang luas sampai ke
daerah terpencil sekalipun. Selain itu, dengan kemajuan teknologi transportasi
baik darat, laut dan udara maupun jasa pengiriman barang, berbagai produk itu
dimungkinkan dalam waktu relatif singkat mencapai seluruh wilayah negeri ini
hingga ke pelosok-pelosoknya.

Bagi pengawasan Obat dan Makanan, ini merupakan satu potential
problem, karena bila terdapat produk yang substandar, peredarannya dapat
menjangkau areal yang luas dalam waktu yang relatif singkat. Untuk itu,
antisipasi pengawasan Obat dan Makanan juga harus sama cepatnya.

Perkembangan teknologi informasi juga dapat menjadi potensi bagi Balai
POM di Gorontalo untuk dapat melakukan pelayanan secara online, yang dapat
memudahkan akses dan jangkauan masyarakat. Juga dapat dimanfaatkan
untuk melakukan sosialisasi, komunikasi, dan edukasi kepada masyarakat.
Namun di sisi lain, teknologi informasi juga dapat menjadi tantangan Bagi Balai
POM di Gorontalo terkait trend pemasaran dan transaksi produk Obat dan
Makanan secara online, yang juga perlu mendapatkan pengawasan dengan

berbasis pada teknologi.

9. Implementasi Program Fortifikasi Pangan
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Salah satu upaya di dalam mendukung Arah Kebijakan Nasional
Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat dilakukan melalui
peningkatan peran industri dan Pemerintah daerah dalam ketersediaan pangan
beragam, aman, dan bergizi.

Fortifikasi pangan merupakan salah satu cara dalam menangani
permasalahan tingginya angka kekurangan gizi mikro. Sebagai langkah awal
pemerintah menetapkan fortifikasi pada garam dan tepung terigu, mengingat
masih tingginya masalah gangguan kesehatan karena kurangnya yodium
(GAKI). Penerapan fortifikasi harus diiringi dengan pengawasan oleh Balai
POM di Gorontalo.

Untuk mengawal program ini, Kegiatan intensifikasi pengawasan produk
fortifikasi Nasional (tepung terigu dan garam) merupakan upaya pengawasan
produk pangan baik dalam rangka pemenuhan persyaratan (compliance)
maupun surveilan keamanan pangan. Upaya tersebut dilakukan melalui
verifikasi terhadap pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik
(CPPOB), baik penerapan CPPOB pada produsen pangan dan penerapan Cara
Ritel Pangan yang bak di sarana peredaran. Selain itu juga dilakukan
pengawasan terhadap produk pangan baik di sarana produksi maupun di
sarana peredaran dan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran di
bidang pangan, pengujian laboratorium terhadap parameter keamanan dan
mutu pangan dan gizi pangan, pengawasan terhadap kesesuaian label serta
pengawasan terhadap keamanan kemasan pangan yang beredar melalui
sampling dan pengujian.

10. Jejaring Kerja

Balai POM di Gorontalo menyadari dalam pengawasan Obat dan
Makanan tidak dapat menjadi single player. Untuk itu, Balai POM di Gorontalo
membangun kerjasama dengan Instansi terkait di daerah (SKPD). Kerjasama
ini sangat penting dalam mendukung tugas-tugas Balai POM di Gorontalo
maupun pemangku kepentingan. Beberapa jejaring yang kerja sudah dimiliki
Balai POM di Gorontalo yaitu Jejaring Keamanan Pangan Nasional/Daerah,

Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan llegal di daerah.
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11. Analisis Terhadap Lingkungan Strategis (Strengths, Weaknesses,
Opportunities, Threats/SWOT)

Perubahan lingkungan strategis secara internal maupun eksternal, Balai
POM di Gorontalo harus mampu melakukan upaya-upaya agar pengaruh
lingkungan khususnya eksternal dapat menjadi peluang dan meminimalkan
ancaman yang dapat mempengaruhi peran Balai POM di Gorontalo sebagai
unit kerja yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap
Obat dan Makanan di Provinsi Gorontalo.

Atas dasar pengaruh lingkungan strategis tersebut, dilakukan identifikasi
kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan melalui analisis SWOT sehingga
dapat ditetapkan arah strategis dan kebijakan Balai POM di Gorontalo di masa
yang akan datang sesuai tujuan dan sasaran organisasi Balai POM di
Gorontalo dalam renstra periode 2019 s.d. 2024.

Penjelasan SWOT sebagai berikut:

1. KEKUATAN (Strengths)
Balai POM di Gorontalo saat ini memiliki kualitas SDM yang memadai
khususnya tenaga-tenaga yang terampil dalam melakukan pengujian dan
pengawasan produk obat dan makanan. Di samping itu, Balai POM
Gorontalo juga telah memiliki hasil penilaian atas integritas pelayanan publik
yang diakui secara nasional. Pelayanan ini mutlak memiliki integritas karena
dampak pelayanan yang diberikan oleh Balai POM di Gorontalo terhadap
pengujian Obat dan Makanan akan langsung dirasakan oleh masyarakat.

Balai POM di Gorontalo saat ini memiliki kualitas SDM yang memadai,
khususnya tenaga-tenaga yang terampil dalam melakukan pengujian dan
pengawasan produk Obat dan Makanan yang ada. Di samping itu, BPOM
juga telah memiliki hasil penilaian atas Integritas Pelayanan Publik.
Pelayanan ini sangat mutlak harus memiliki integritas karena dampak
pelayanan yang diberikan oleh Balai POM di Gorontalo terhadap pengujian

Obat dan Makanan akan langsung dirasakan oleh masyarakat.

Balai POM di Gorontalo juga memiliki hubungan yang baik dengan SKPD
yang ada daerah. Hubungan ini sangat strategis dalam mendukung tugas-
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tugas pokok Balai POM di Gorontalo. Disamping itu Balai POM di Gorontalo
telah memiliki Pedoman Pengawasan yang jelas untuk acuan dalam
pengawasan atas Obat dan Makanan, sehingga seluruh kegiatan
pengawasan tersebut telah memiliki standar baku, baik untuk Obat dan
Makanan, juga faktor-faktor mutu lainnya, seperti standar produksi, standar
distribusi dan standar produk pangan lainnya.

Untuk mempercepat tujuan unit kerja, Balai POM di Gorontalo melalui
pimpinan berkomitmen untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari
peran Balai POM di Gorontalo dalam memberikan kontribusi bagi

pembangunan kesehatan masyarakat.

. KELEMAHAN (Weaknesses)

Pada saat ini, SDM Balai POM di Gorontalo memiliki kualitas yang memadai
namun dari sisi kuantitas, SDM belum mencukupi kebutuhan untuk
menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawas Balai POM di Gorontalo.
Sistem manajemen pemerintah menuntut adanya ukuran keberhasilan, baik
di tingkat organisasi sampai ke level individu. Untuk saat ini, sistem
manajemen kinerja belum optimal diterapkan sehingga perlu dilakukan

penerapan system manajemen kinerja yang lebih efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan, diperlukan
sarana dan prasarana yang sangat memadai. Hal ini juga untuk
mengimbangi peredaran Obat dan Makanan yang semakin canggih. Untuk
itu, penyiapan sarana dan prasarana yang memadai tersebut menjadi mutlak
dilakukan dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Balai POM di
Gorontalo. Di samping itu, perlu didukung dengan teknologi informasi yang
memadai. Peran dan kewenangan Balai POM di Gorontalo juga harus
didukung oleh struktur organisasi dan tata kerja yang tepat. Saat ini,
pembagian kewenangan atau beban kerja masih belum menunjukkan ukuran
yang tepat. Perlu ke depan untuk memperkuat kelembagaan yang ada di
daerah termasuk SDM baik julah maupun kualitas.
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3. PELUANG (Opportunities)

Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh dukungan
system nilai dan budaya masyarakat yang secara bersama terhimpun dalam
berbagai system kemasyarakatan. SKN dan JKN merupakan bagian dari
system kemasyarakatan yang dipergunakan sebagai acuan utama dalam
mengembangkan prilaku dan lingkungan sehat serta berperan aktif dalam
berbagai upaya kesehatan. Olehnya itu, SKN dan JKN merupakan tantangan
atau peluang bagi Balai POM Gorontalo dalam mendorong upaya kesehatan
masyarakat yang lebih baik dalam menghadapi pola prilaku dan lingkungan
sehat khususnya obat dan makanan.

Dengan kemajuan teknologi dan besarnya kebutuhan produk obat dan
makanan, Balai POM di Gorontalo dapat mendorong pelaku usaha baik
industri kecil maupun sehingga dapat menjadi tantangan dan peluang yang
dihadapi.

Semakin bertambahnya penduduk dan berkembangnya varian penyakit
maka kebutuhan Obat dan Makanan akan semakin meningkat. Hal ini
mendorong pertambahan dan pertumbuhan industri Obat dan Makanan
secara pesat. Hal ini menjadi peluang dan tantangan Balai POM di Gorontalo

dalam mengawasi Obat dan Makanan yang semakin banyak variannya.

Kerjasama dengan Instansi terkait merupakan hal yang sangat mutlak agar
upaya pembangunan kesehatan dapat tercapai. Peluang kerjasama dengan
instansi terkait dapat mendorong efektivitas dan efesiensi pengawasan Obat
dan makanan khususnya dengan instansi aparatur penegak hukum maupun

instansi terkait lainnya.

4. TANTANGAN (Threats)
Pengaruh perubahan iklim dunia, khususnya untuk produk bahan pangan di
Indonesia semakin dirasakan ancamannya. Gagal panen di sejumlah daerah
di Indonesia dapat mengancam ketersediaan pangan. Dengan demikian,
perubahan iklim dapat mengakibatkan berkurangnya ketersediaan pangan
yang berkualitas, sehat, bermanfaat dengan harga yang kompetitif sehingga

permintaan produk pangan semakin meningkat. Hal ini akan sulit
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mengimbangi dan mengawasi distribusi barang yang masuk yang sampai ke
pelosok yang sesuai standardisasi kesehatan.

Tingginya arus produk Obat dan Makanan yang beredar, mengakibatkan
adanya produk-produk yang tersedia dipasar tidak memenuhi kualifikasi
standar yang dipersyaratkan. Hal ini menjadi masalah dalam peredaran Obat
dan Makanan. Di sisi lain, lemahnya penegakan hukum terhadap
pelanggaran seperti ini mengakibatkan ancaman bagi masyarakat. Untuk itu,
diharapkan penegakan hukum harus lebih aktif lagi agar dapat
meminimalisasi permasalahan. Dengan semakin tumbuhnya perekonomian
Indonesia akan mempengaruhi perubahan pola perilaku hidup sosialnya,
salah satunya dalam mengkonsumsi Obat dan Makanan. Hal ini menjadi
ancaman bagi masyarakat apabila pengunaan Obat dan Makanan tidak
diantisipasi dengan pemberian informasi, komunikasi dan edukasi atas
penggunaan Obat dan Makanan tersebut. Sisi lain, globalisasi yang
mendorong lahirnya area perdagangan bebas (free trade area) menjadikan
peredaran Obat dan Makanan juga semakin sulit untuk dikontrol. Dengan
masuknya berbagai produk Obat dan Makanan dari provinsi lain bahkan dari
negara tetangga merupakan persoalan krusial yang perlu diantisipasi segera.
Realitas menunjukan bahwa saat ini provinsi Gorontalo telah menjadi pasar
bagi produk Obat dan Makanan yang belum tentu terjamin keamanan dan
kualitasnya untuk  dikonsumsi. Untuk itu, masyarakat Gorontalo
membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam mengkonsumsi

produk Obat dan Makanan tersebut.

Tabel 1.1 Rangkuman Analisis SWOT

HASIL PEMBAHASAN (SWOT)

Kekuatan 1. Kualitas SDM
(Strengths) 2. Integritas Pelayanan Publik diakui secara Nasional

3. Hubungan yang kuat dan baik dengan SKPD

4. Pedoman Pengawasan yang jelas
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5. Komitmen Pimpinan
Kelemahan 1. Terbatasnya jumlah SDM
(Weaknesses) 2. Belum optimalnya sistem manajemen kinerja
3. Terbatasnya sarana dan prasarana baik pendukung
maupun utama
4. Kurangnya dukungan IT
5. Belum optimalnya struktur organisasi dan tata kerja
Peluang 1. Adanya Program Nasional (JKN dan SKN)
(Opportunities) 2. Perkembangan Teknologi yang sangat cepat
3. Jumlah industri Obat dan Makanan yang berkembang
pesat
4. Terjalinnya kerjasama dengan instansi terkait
5. Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Tantangan 1. Perubahan iklim dunia
(Threats) 2. Lemahnya penegakan hukum
3. Perubahan pola hidup masyarakat
4. Adanya Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade

Area)

5 Perkembangan jumlah penduduk yang sangat cepat

Berdasarkan hasil Analisis SWOT tersebut di atas, maka Balai POM di
Gorontalo perlu melakukan penguatan pengawasan obat dan makanan baik
pengujian maupung pemeriksaan-penyidikan, serta sertifikasi produk sarana
peroduksi dan distribusi. Bisnis proses Balai POM di Gorontalo untuk periode

2015 s.d. 2019 sebagaimana pada Gambar 1.3 di bawah ini:

Gambar 1.3 Peta Bisnis Proses Utama BPOM di Gorontalo sesuai

Peran dan Kewenangan
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SISTEM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN KEMANDIRIAN
STAKEHOLDERS

Gambar 1.4 Penjabaran Bisnis Proses Utama kepada Kegiatan
Utama BPOM di Gorontalo
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Tabel 1.2 Penguatan Peran BPOM Tahun 2019-2024

Penguat
Sistem
Pengawa:
Obat dé¢

Makanart

Komunikasi, AKomunikasi, Informasi dan Edukasi publik kepada
Informasi dan masyarakat
Edukasi Publik
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PERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo 2015-
2019 disusun dari penjabaran Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan
Makanan 2015-2019 yang disesuaikan dengan tugas pokok Balai sebagai Unit
Pelaksana Teknis di wilayah kerjanya. Sasaran dan indikator kinerja pada
Rencana Strategis disusun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan

kendala/tantangan yang ada.

Sesuai tugas pokok dan fungsi Balai Pengawas Obat dan Makanan di
Gorontalo telah mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil
yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu Rencana Strategis
2015-2019. Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di
Gorontalo No. HK.04.102.04.15.1198 tanggal 30 April 2015 tentang Rencana
Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Tahun 2015-2019,
Revisi Renstra 2015-2019 sesuai Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan
Makanan di Gorontalo Nomor PR.01.02.111.01.19.0623 tanggal 29 Januari
2019.https://ppid.pom.go.id/file/REVISI-RENSTRA-NEW-NEW-2015-

2019 BPOM-GORONTALO.pdf

Mengingat pengawasan obat dan makanan berfungsi strategis dan dalam
upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan
untuk mendukung daya saing nasional serta dalam rangka peningkatan
efektivitas pengawasan obat dan makanan, maka pemerintah menerbitkan
Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan
Makanan. Kemudian diikuti dengan Peraturan Kepala Badan POM RI No.12
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di

Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

https://ppid.pom.qgo.id/file/REVISI-RENSTRA-NEW-NEW-2015-2019 BPOM-
GORONTALO.pdf
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https://ppid.pom.go.id/file/REVISI-RENSTRA-NEW-NEW-2015-2019_BPOM-GORONTALO.pdf

A.1. PERNYATAAN VISI

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, BPOM harus memberikan
kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2015-2019
dan RKP Tahunan, melalui penyusunan rencana strategis dan rencana tahunan
(Renja K/L) yang berkualitas serta optimalisasi pengendalian dan monitoring
evaluasi atas pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan secara efektif dan

efisien serta pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari pemerintah.

Kualitas pengawasan Obat dan Makanan dilihat dari: 1) Kualitas
kebijakan dalam penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria terhadap
Obat dan Makanan; 2) Kualitas pengawasan Obat dan Makanan, serta 3)
Kerjasama dan Komunikasi Publik dalam mendorong peran serta masyarakat
dalam memanfaatkan produk-produk Obat dan Makanan sesuai standar.
Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka berarti BPOM telah
mampu berperan dalam mendukung pencapaian, target, sasaran, misi dan visi
RPJMN 2015-2019 sesuai visi, misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih
periode 2015-2019, dan selanjutnya mendukung pencapaian tujuan berbangsa
dan bernegara sesuai amanat UUD 1945, yaitu mewujudkan masyarakat
Indonesia yang adil dan makmur.

Adapun visi Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam RPJMN 2015-
2019 adalah sebagai berikut:

fiferwujudnya  Indonesia  yang Berdaulat, Mandiri dan
Berkepribadian berlandaskan Gotong Royongo

Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam RPJMN 2015-2019
adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya
maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara
kepulauan;

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis
berlandaskan negara hukum;

3. Mewujudkan politik luar negeri yang bebas-aktif dan memperkuat jati diri

sebagai negara maritime;
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4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan
sejahtera,

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju dan kuat
dan berbasiskan kepentingan nasional, dan

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden
terpilih dalam RPJMN 2015-2019 tersebut, maka BPOM sesuai dengan tugas
dan kewenangannya sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam
pengawasan Obat dan Makanan menetapkan Visi BPOM 2015-2019 adalah
sebagai berikut:

Obadan MakanadmanMeningkatkaf:kKesehdtanyMasyarak
danDaya:SaifgrBarigsa

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan
masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel
serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.
Sejalan dengan itu, maka pengertian kata Aman dan Daya Saing adalah
sebagai berikut:

Aman :  Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan
Makanan telah melalui analisa dan kajian sehingga risiko
yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/dapat
ditoleransi/tidak membahayakan saat digunakan pada
manusia. Dapat juga diartikan bahwa khasiat/manfaat Obat
dan Makanan meyakinkan, keamanan memadai, dan
mutunya terjamin.

Daya Saing : Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang
telah memenuhi standar, baik standar nasional maupun
internasional, sehingga adanya kesiapan suatu produk

bangsa untuk interaksi di masa depan.
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A.2. PERNYATAAN MISI
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata

sesuai dengan penguatan peran BPOM sebagaimana yang telah ditetapkan

dalam Bab I. Misi BPOM adalah sebagai berikut:

2.1 Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko
untuk melindungi masyarakat
Pengawasan Obat dan Makanan merupakan satu-kesatuan fungsi (full
spectrum) standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan
sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk serta
penegakan hukum. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM
dalam melindungi masyarakat dari produk yang tidak aman dengan tujuan
akhir adalah masyarakat sehat, serta berdaya saing, maka perlu disusun
suatu sasaran strategis khusus yang mampu mengawalnya. Di satu sisi
tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi,
sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas
dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan
seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, hal ini untuk
mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional

untuk mencapai tujuan sasaran strategis ini.

2.2 Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan
keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan
pemangku kepentingan.

Sebagai salah satu pilar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan
(SISPOM), pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam
menjamin produk Obat dan Makanan aman. Pelaku usaha merupakan
pemangku kepentingan yang mampu memberikan jaminan produk yang
memenuhi standar dengan memenuhi ketentuan yang berlaku terkait

dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan.

Sebagai lembaga pengawas, BPOM harus bersikap konsisten terhadap
pelaku usaha, yaitu dengan melaksanakan proses pemeriksaan serta
pembinaan dengan baik. BPOM harus mampu membina dan mendorong

pelaku usaha untuk dapat memberikan produk yang aman,
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bermanfaat/berkhasiat dan bermutu. Dengan pembinaan secara
berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kemandirian

dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan.

Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh seluruh negara di dunia,
termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan
terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup siginifikan. Industri
makanan, minuman dan tembakau memiliki kontibusi PDB non migas di
tahun 2012 sebesar 36,33 persen, sementara Industri Kimia dan Farmasi
sebesar 12,59 persen (sumber: Laporan Kemenperin 2004-2012).
Perkembangan industri makanan, minuman dan farmasi (obat) dari tahun
2004 sampai dengan 2012 juga mempunyai tren yang meningkat. Hal ini
tentunya merupakan suatu potensi yang luar biasa untuk industri tersebut

berkembang lebih pesat.

Kaitannya dengan perdagangan bebas, industri dalam negeri tidak hanya
bersaing di pasar dalam negeri, namun juga pasar di luar negeri. Sebagai
contoh, masih besarnya impor terhadap obat serta besarnya pangsa pasar
dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat
berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, dimana pasar
dalam negeri dengan besarnya jumlah penduduk Indonesia sangat
potensial. Industri kosmetik, obat tradisional dan suplemen kesehatan pun
mempunyai karakteristik yang sama. Kemajuan industri Obat dan Makanan
secara tidak langsung juga dipengaruhi dari sistem serta dukungan
regulatory yang mampu diberikan oleh BPOM. Sehingga BPOM
berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui

jaminan keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

Masyarakat dalam hal ini sebagai konsumen mempunyai peran yang
sangat strategis untuk dilibatkan dalam pengawasan Obat dan Makanan,
utamanya pada sisi demand. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat
dan Makanan, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi objek upaya
peningkatan kesadaran (awareness) untuk memilih Obat dan Makanan

yang memenuhi standar, tetapi juga diberi kemudahan akses informasi dan
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2.3

komunikasi terkait Obat dan Makanan sehingga dapat berperan aktif dalam
meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan.

Sadar dengan kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat, BPOM melakukan
berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat
dalam mendukung pengawasan. Upaya tersebut salah satunya dilakukan
melalui kegiatan Pemberdayaan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi

kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pihak lain.

Di sisi lain, arus globalisasi memberi kesempatan masuknya produk yang
tidak memenuhi standar dengan harga murah ke wilayah Indonesia.
Pengetahuan masyarakat yang kurang mengenai syarat keamanan produk
Obat dan Makanan menimbulkan asymmetric information yang dapat
dimanfaatkan oleh produsen nakal untuk menjual produk yang murah

namun substandar.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan
sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pihak
lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang
kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan
serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap
pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan
Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang
ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia.
Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas
pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus disinkronkan dengan
kebijakan dari Pemerintah Daerah. Untuk itu, dalam melaksanakan tugas
pengawasan di daerah, BPOM harus bersinergi dengan lintas sektor terkait,
sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam
upaya mencapai tujuan.

Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM

Untuk mendorong misi pertama dan kedua, diperlukan sumber daya yang
memadai dalam mencapai kapasitas kelembagaan yang kuat. Hal ini

membutuhkan sumber daya yang merupakan modal penggerak organisasi.
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Sumber daya dalam hal ini terutama terkait dengan sumber daya manusia
dan sarana-prasarana penunjang kinerja. Ketersediaan sumber daya yang
terbatas baik jumlah dan kualitasnya, maka BPOM harus mampu
mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin agar dapat
mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah
ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan
efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen

organisasi.

Di samping itu, BPOM sebagai suatu LPNK yang dibentuk pemerintah
untuk melaksanakan tugas tertentu tidak hanya bersifat teknis semata
(techno structure), namun juga melaksanakan fungsi pengaturan
(regulating), pelaksana (executing), dan pemberdayaan (empowering).
Untuk itu, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Kelembagaan
tersebut meliputi struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang
tertata dan efektif, serta budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi.

Misi BPOM merupakan langkah utama yang disesuaikan dengan tugas
pokok dan fungsi BPOM. Pengawasan pre- dan post-marketyang
berstandar internasional diterapkan dalam rangka memperkuat BPOM
menghadapi tantangan globalisasi. Dengan penjaminan mutu produk Obat
dan Makanan yang konsisten, yaitu memenuhi standar aman,
berkhasiat/bermanfaat dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi

masyarakat dengan optimal.

BPOM juga melakukan kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait
kerja sama lintas sektor, lintas wilayah, lintas institusi dan sebagainya yang
merupakan potensi yang perlu diperkuat. Semua itu dilakukan untuk
mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran dan pengetahuan yang
baik terhadap Obat dan Makanan yang beredar di pasaran, sehingga
mampu melindungi diri sendiri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan

yang mengandung bahan baku berbahaya dan ilegal.
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Dari segi organisasi, perlu meningkatkan kualitas kinerja dengan tetap
mempertahankan sistem manajemen mutu dan prinsip organisasi
pembelajar (learning organization). Untuk mendukung itu, maka BPOM
perlu untuk memperkuat koordinasi internal dan meningkatkan kapasitas
sumber daya manusia serta saling bertukar informasi (knowledge sharing).
A.3. Budaya Organisasi
Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus
dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan
tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam organisasi
menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan

berkarya.

| Profesional
4
Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan

komitmen yang tinggi.

Integritas

i

konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi

nilai-nilai luhur dan keyakinan

| Kredibilitas
i)

v
Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan

internasional.

Kerjasama Tim

v
Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

Inovatif

=[],
v
Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

Responsif/Cepat Tangga
)
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Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

A.4. TUJUAN
Dalam rangka pencapaian visi dan misi pengawasan Obat dan Makanan,
maka tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai
berikut:
1. Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, bermanfaat, dan
bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat;
2. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global
dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi.
Ukuran keberhasilan atau indikator kinerja untuk tujuan tersebut di atas,
adalah:
1. Meningkatnya jaminan Obat dan Makanan aman, bermanfaat, dan bermutu
dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, dengan indikator:
a. Tingkat kepuasan masyarakat atas jaminan pengawasan BPOM,;
2. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global
dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi, dengan indikator:
a. Tingkat kepatuhan pelaku usaha Obat dan Makanan dalam memenubhi
ketentuan;
b. Tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan

pembinaan pengawasan Obat dan Makanan.

A.5. TUJUAN STRATEGIS, SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM 2015-
2019
Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai
BPOM, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber
daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 5 (lima)
tahun (2015-2019) ke depan diharapkan BPOM akan dapat mencapai

sasaran strategis sebagai berikut:
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xy KK
Q= SK1. Terwujudnya Obat | 1. Indeks POM di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM
= O 2.Persentase Obat yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM
g E G ygng a.m an 3. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM
I# f&.\ dan bermutu di masing- 4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja
masing wilayah kerja B8B/BPOM
’S E BgBIBP{)M ) 5. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM
) 6. Persentase Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM
W :
52 SK2. Meningkatnya kepatuhan pelaku IKK:
g uu‘ usaha dan kesadaran masyarakat 1.Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang
',3 % terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM
35 Obat dan Makanan di masing-masing 2.Indeks kesadaran masyarakat index) terhadap Obat
a wilayah kerja BB/BPOM dan Makanan aman di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM

SK3. Meningkatnya

SK4. Meningkatnya efektivitas
pengetahuan masyarakat

SK5. Menguatnya penegakan

pengawasan Obat dan Makanan ! hukum di bidang Obat dan >
terhada%_Obat tion Mol berbasis risiko di masing-masing [ Makanan di masing-masing Y-
wilaysh kerja BRIEPOM ‘ wilayah kerja BB/BPOM | wilayah kerja BB/BPOM

TRK:

1aman di g
wilayah kerja BB/BPOM

/
IKK: Indeks pengetahuan 1.Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar IKK: Persentase perkara
masyarakat terhadap Obat dan 2.Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yang diselesaikan hingga

3P sarana distribusi Obat yang i ketentuan
4.P keputusan peni sertifikasi yang ikan tepat waktu
5.Rasio tindak lanjut hasil 1 Obat dan yang dilak kan di

tahap Il di masing-masing
wilayah kerja BB/BPOM

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

SK6. Terwujudnya RB BB/BPOM sesuai

roadmap RB BPOM 2015 - 2019 [ IKK: Nilai AKIP BB/BPOM J

LEARNING &
GROWTH
PERSPECTIVE

5.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.
Komoditas/produk yang diawasi BPOM di Gorontalo tergolong produk
berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap
produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan
mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial
hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan
secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan
tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi
degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan
pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM di Gorontalo

merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: pertama,
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standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan
kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan
terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin
terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri. Ke-dua, penilaian
(pre-market evaluation) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh
nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada
konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang
memiliki izin edar berlaku secara nasional. Ke-tiga, pengawasan setelah
beredar (post-market control) untuk melihat konsistensi keamanan,
khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan
sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana
produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan,
serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan post-market
dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Ke-
empat, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko
kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan
Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan
mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan
untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. Ke-lima, penegakan
hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum
didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi
awal. Proses penegakan hukum sampai dengan pro justicia dapat berakhir
dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan,
ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika
pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat
dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi
pengawasan full spectrum di bidang Obat dan Makanan yang berlaku
secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan pre-
market dan post-market yang profesional dan independen akan dihasilkan
produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan

bermutu.
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Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah :

a. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan, dengan target 71 pada akhir
tahun 2019.

b. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat, dengan target 94% pada akhir
tahun 20109.

c. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat, dengan target 80%
pada akhir tahun 2019.

d. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat, dengan target 80% pada
akhir tahun 2019.

e. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat, dengan target
87% pada akhir tahun 2019.

f. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat, dengan target 71% pada
akhir tahun 2019.

5.2 Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta
kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat
dan Makanan.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait
dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan
keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada
dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha
wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah
sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir,

dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga

produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai
peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang
memenuhi syarat (aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari
proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha
memiliki  kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem
manajemen risiko secara mandiri. Dari sisi pemerintah, BPOM RI bertugas
menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus

dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan Risk Management
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Program oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha
diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan
Makanan.
Selain itu, dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh
masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan
Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang
diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk
tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam
memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman,
berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran
masyarakat dilakukan BPOM di Gorontalo melalui kegiatan pembinaan dan
bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).
Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai
berikut:
a. Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan
Makanan, dengan target 61 pada akhir 2019;
b. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan
Makanan aman, dengan target 66 pada akhir 2019.
5.3 Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan
Makanan aman
Sesuai dengan prinsip 3 (tiga) pilar pengawasan Obat dan Makanan dimana
salah satunya adalah terkait pengawasan oleh masyarakat, BPOM di
Gorontalo perlu berupaya untuk selalu meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mencapai tingkat partisipasi
dan kesadaran masyarakat yang tinggi, BPOM di Gorontalo perlu secara
aktif memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui berbagai
kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui berbagai forum
dan media. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat
dan Makanan aman, diharapkan akan mampu menimbulkan sikap dan
perilaku yang mampu membentengi diri sendiri dari produk Obat dan

Makanan yang tidak memenuhi syarat.
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Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah
Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman,
dengan target 61% pada akhir 2019.

5.4 Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis
risiko
Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif
(full spectrum) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar,
pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian
produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan,
khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/
memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan
BPOM di Gorontalo mampu melindungi masyarakat dengan optimal.
Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM di Gorontalo, maka
perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalnya.
Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi,
sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas
dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan
seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan
seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai
tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM
di Gorontalo akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM di Gorontalo
mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan
bersifat lintas sektor. BPOM di Gorontalo perlu melakukan mitigasi risiko di
semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.
Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah
a. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar sebesar 100%
b. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi
ketentuan sebesar 42% pada akhir 2019.
c. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan sebesar
56,67% pada akhir 2019
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d. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat
waktu sebesar 100% pada akhir 2019

e. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang
dilaksanakan sebesar 63,33% pada akhir 2019

5.5 Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan
Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan
yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman
serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak
merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai
lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan
para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam
mendapatkan keuntungan yang besar.
Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan
inovatif menyebabkan tantangan BPOM di Gorontalo menjadi semakin
kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan
menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai
aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik
secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan,
ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi
dan diantisipasi oleh BPOM di Gorontalo melalui penyidikan tindak pidana
Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan
mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah
Persentase perkara tindak pidana Obat dan Makanan yang diselesaikan
hingga tahap Il dengan target 50% pada akhir 2019.
5.6 Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM di Gorontalo sesuai
roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019
Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik
(good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2015-2019, BPOM di
Gorontalo berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di

8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi
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yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan
publik BPOM di Gorontalo akan meningkat. Penerapan tata kelola
pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya
aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum,
keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-
prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu,
untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM di
Gorontalo. Pada tahun 2019, BPOM di Gorontalo berupaya untuk
meningkatkan hasil penilaian SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan
hasil penilaian akan terwujud dengan adanya dukungan antara lain (i)
dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di
BPOM di Gorontalo agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan
organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (man, material, money, method, and
machine) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber
daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan
BPOM di Gorontalo untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal
mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran
program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan
sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk
diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas BPOM di Gorontalo, diperlukan penguatan
kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan
untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional
menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan
pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM di Gorontalo. Penataan tata laksana
bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur

kerja.
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Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan
Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan
mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan
penetapan kebutuhan, (i) pengadaan, (iii)) pola karir, pangkat, dan jabatan,
(iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi)
penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan
pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai
berikut:

a. Nilai AKIP BPOM di Gorontalo, dengan target 81 pada akhir 2019.

Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
BPOM periode 2015-2019 sesuai dengan penjelasan di atas adalah sebagai
berikut :

Obat
dan
Makanan
Aman
Meningkatkan
Kesehatan Masyarakat
dan Daya Saing Bangsa

1 katkan sistem peng:
Obat dan Makanan berbasis risiko
untuk mnlindunli masyarakat.
L di B pelaku usaha
dalam berilan jaminan Obat dan
Makanan serta memperkuat kemitraan dengan
pemangku kepentingan.

3.

BPOM.

1. Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman,
berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka
meningkatkan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatnya daya saing produk Obat dan Makanan di pasar
lokal dan global dengan menjamin | [
dan mutu serta mendukung inovasi.

TUJUAN
1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.
2. Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesad. yarakat terhadap
keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan.
SASARAN 3. Memngkatnya kualitas kebijakan peng: Obat dan Mak
STRATEGIS M | masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman.
5. Menlnska‘lnva efektlvnu pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko.

6. Meningkatnya penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya RB BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019.

v
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INDIKATOR KINERJA UTAMA

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO

JI. Tengah Toto Selatan, Bone Bolango - Gorontalo
Telp. (0435) 822052, 08114355155 ; Fax. : (0435) 822052
BADAN POM E-mail : ulpk_gorontalo@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO
NOMOR : HK.04.03.111.09.18.3360 TAHUN 2018
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO,

Menimbang . a. bahwa berdasarkan Revisi Rencana Strategis Tahun 2015 — 2019
Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo perlu dilakukan
penyesuaian terhadap Indikator Knerja Utama Balai Pengawas
Obat dan Makanan di Gorontalo Tahun 2018 — 2019

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai POM di
Gorontalo tentang Indikator Knerja Utama Balai Pengawas Obat
dan Makanan di Gorontalo Tahun 2018 — 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun
2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat
dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1745);

8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di
Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor Tahun
2018 tentang Revisi Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan
Makanan Tahun 2015-2019;
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BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO

JI. Tengah Toto Selatan, Bone Bolango - Gorontalo
Telp. (0435) 822052, 08114355155 ; Fax. : (0435) 822052

BADAN POM E-mail : ulpk_gorontalo@yahoo.co.id

10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Rl Nomor 12
Tahun 2018 tentang Organisasi dari Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI GORONTALO TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO
TAHUN 2018 - 2019

PERTAMA :  Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Pengawas Obat dan Makanan di
Gorontalo Tahun 2018 — 2019 sebagai berikut :

Indeks Pengawasan Obat dan Makanan

Persentase Obat yang memenuhi syarat

Persentase Obat Tradisional yang memenubhi syarat

Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat

Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat

Persentase Makanan yang memenuhi syarat

Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat

dan Makanan

Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat

dan Makanan aman

9. Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan
aman

10. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar

11. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi
ketentuan

12. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan

13. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat
waktu

14. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang
dilaksanakan

15. Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap Il

16. Nilai AKIP Balai POM di Gorontalo

N OO RGN =

D

KEDUA . Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan
Makanan aman akan diukur pada tahun 2019
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : GORONTALO

Pada tanggal : 18 September 2018
_~KEPALA BALAI POM DI GORONTALO,
p N
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B. PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah

untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai Indikator Kinerja. Melalui

Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan

antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan

tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 disusun berdasarkan Renstra Balai

Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Tahun 20157 2019 adalah sebagai
berikut :

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahunan 2019

NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

Terwujudnya Obat dan
Makanan yang@man dan
bermutu di Provinsi Gorontalo

1.1

1.2

1.3

1.4

15

1.6

Indeks Pengawasan
Obat dan Makanan
di Wilayah Kerja
BPOM di Gorontalo
Persentase obat
yang memenuhi
syarat di Provinsi
Gorontalo
Persentase obat
tradisional yang
memenuhi syarat di
ProvinsiGorontalo
Persentase kosmetil
yang memenuhi
syarat di Provinsi
Gorontalo
Persentase
suplemen kesehatar
yang memenuhi
syarat di Provinsi
Gorontalo
Persentase
makanan yang
memenuhi syarat di
Provinsi Gorontalo

94

80

80

87

71

%

%

%

%

%
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Meningkatnyakepatuhan
pelaku usaha dan kesadaran

masyarakat terhadap

keamanan, manfaat dan mutu
obat dan makanan di wilayah
kerja BPOM di Gorontalo

Meningkatnyapengetahuan
masyarakat terhadap Obat dan
Makanan aman di wilayah kerjz

BPOM di Gorontalo

Meningkatnyaefektifitas
pengawasan obat dan makana
berbasis resiko di Provinsi

Gorontalo

2.1

2.2

3.1

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Indeks kepatuhan
(Compliance index)
pelaku usaha di
bidang Obat dan
Makanan di wilayah
kerja BPOM di
Gorontalo

Indeks kesadaran
masyarakat
(awareness index)
terhadap Obat dan
Makanan aman
Indeks pengetahuar
masyarakat
terhadap Obatlan
Makanan aman di
wilayah kerja BPOM
di Gorontalo

Persentase
pemenuhan
pengujian sesuai
standar di Provinsi
Gorontalo
Persentase sarana
produksi obat dan
makanan yang
memenuhi
ketentuan di
wilayah kerja BPOM
di Gorontalo
Persentase sarana
distribusi obat yang
memenuhi
ketentuan di
wilayah kerja BPOM
di Gorontalo
Persentase
keputusan penilaian
sertifikasi yang
diselesaikan tepat
waktu di wilayah
kerja BPOM di
Gorontalo

Rasio tindak lanjut
hasil pengawasan
obat dan makanan
yang dilaksanakan ¢
wilayah kerja BPOM
di Gorontalo

61

66

61
100 %
42 %
56,67 %
100 %
63,33 %
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5 Meningkatnya efektifitas 5.1 Persentase perkara 50 %
penyidikan tindak pidana obat yang diselesaikan
danmakanan di wilayah kerja hingga tahap Il di
BPOM di Gorontalo wilayah kerja BPOM
di Gorontalo
6  Terwujudnya RB BB/BPOM 6.1 Nilai AKIP BPOM di 81
sesuai Roadmap RB BPOM 20 Gorontalo
¢ 2019
*) Indikator Kinerja Utama BPOM di
Gorontalo

Balai POM di Gorontalo telah melakukan Perjanjian Kinerja hingga pejabat
struktural eselon 4, bukan hanya sampai disitu saja tetapi juga dilakukan
evaluasi terhadap perjanjian kerja tersebut. Data dapat dilihat pada
https://ppid.pom.go.id/file/PK-Balai-POM-Gorontalo.PDE

B.3. KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Pengukuran Kinerja terdiri dari Pengukuran Kinerja dan Pengukuran
Kinerja Kegiatan. Pengukuran kinerja adalah membandingkan antara kinerja
nyata (capaian kinerja) dengan kinerja yang direncanakan pada tahun berjalan.
Untuk dapat mengukur kinerja baik kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran
menggunakan alat ukur berupa indikator yang telah ditetapkan sebelumnya.
Indikator ini  harus memenuhi unsur SMART (Specific, Measurable,

Achieveable, Reasonable dan Timebond).

Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja menggunakan
dua macam rumus, tergantung angka realisasi dengan angka target yang

menunjukkan capaian semakin membaik atau sebaliknya.

1. Apabila semakin tinggi angka realisasi menunjukkan kualitas capaian

yang semakin baik, maka digunakan rumus No. 1 sbb :

% capaian = x 100 %

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan kualitas capaian yang

semakin rendah, maka digunakan rumus No. 2 sbhb :

Jj/’
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https://ppid.pom.go.id/file/PK-Balai-POM-Gorontalo.PDF

v

BADAN POM
% capaian = —— x 100%

Berbeda dari pada tahun-tahun sebelumnya, capaian kinerja lebih
ditekankan pada indikator output/outcomes saja, namun demikian indikator

input tetap menjadi pertimbangan untuk menghitung efisiensi kegiatan.

Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja

Dalam pengukuran pencapaian Indikator Kinerja yang ditetapkan oleh

Badan POM terdapat beberapa penilaian yang dibagi menjadi 6 bagian yaitu :

Gambar 2.2 Range Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja

Kriteria Capaian Ket

Tidak dapat disimpulkan X >120%

Sangat Baik 110% < x O 12 O‘ ‘
Baik 90% O x < 11009

Cukup 70% O x < 90% ‘
Kurang 50% O x < 70%

Sangat Kurang < 50% ‘ |
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A.1 Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan

bermutu di Wilayah Kerja Balai POM di Gorontalo

Keberhasilan pencapaian sasaran strategi pertama ini diukur dengan 6
(enam) Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan oleh Balai POM di
Gorontalo, yaitu :

1. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan Indeks
POM sementara ini dilakukan melalui pengumpulan data sekunder dari Laporan
Tahunan, Laporan Kinerja, serta laporan kinerja hasil pengawasan lain yang
relevan. Indeks POM dihitung menggunakan metodologi statistik dan Analitycal
hierarchy process (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks.
Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n-1.

Grafik 3.1 Profil Indeks Pengawasan Obat dan Makanan

® Indek pengawasan Obat dan
Makanan

ETarget

v

BADAMN FOM
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Tabel 3.1 Persentase Indeks Pengawasan Obat dan Makanan

2018 | 2019 | 9% capaian | % capaian Status
thd target thd target
2018 2019
Target Indeks 70 71 95,71 89,37 Cukup
Pengawasan Obat dar
Makanan
Realisasi Indeks 67 | 63,45
Pengawasan Obat dar
Makanan

Tren Persentase Capaian IPOM Terhadap Target

Jj/’

BADAMN FOM

100

IPOM

95,71

Dari data di atas Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja
BPOM di Gorontalo masih belum mencapai target tahun 2019 dengan
persentase pencapaian 89,37% dengan capaian indikator ACukupo. Nilai
Indeks Pengawasan Obat dan Makanan BPOM di Gorontalo 63,45 tersebut
merupakan hasil perhitungan menggunakan metodologi statistik dan Analitycal
hierarchy process (AHP) capaian kinerja tahun 2018 yang dibandingkan

terhadap target IPOM tahun 2019.

Terhadap capaian tersebut, Balai POM di Gorontalo melakukan analisa

penyebab masalah berupa :

1. Ti ndak

l anj ut

stakehol

Balai POM di Gorontalo masih rendah:

der 6s

at as

2. Prosedur tindak lanjut masih melalui Dinas Kesehatan dan tidak

diteruskan sehingga sarana tidak memperoleh rekomendasi hasil
pengawasan Balai POM di Gorontalo (Dinas Kesehatan kurang

peduli terhadap rekomendasi yang harus ditindak lanjuti sarana);
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3. Formulir pemeriksaan yang terlalu ketat/rigid, sedikit kesalahan
menyebabkan temuan mayor, contoh :
- Tempat sampah rata-rata tidak memiliki tutup pada IRTP
sehingga dianggap TMK;
- Tidak ada kode produksi dari setiap produk sarana sehingga

dianggap TMK.

Terhadap permasalahan-permasalahan pada tahun 2018 tersebut, Balai

POM di Gorontalo telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Balai POM di rekomendasi hasil

pengawasan langsung ke sarana tanpa melalui Dinas Kesehatan,

Gorontalo menyampaikan

sebagai usaha memperpendek rantai birokrasi sehingga
mempercepat tindak lanjut oleh sarana;

. Sekiranya dapat memberikan kesempatan pada sarana untuk dapat
melakukan CAPA dengan jangka waktu penyelesaian untuk
kemudian disimpulkan MT / TMK, hal tersebut dilakukan dengan
mencontoh yang dilakukan auditor ISO terhadap BPOM terkait

CAPA temuan.

Jika dibandingkan dengan Balai POM di klaster 7 Indeks Pengawasan
Obat dan Makanan Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo dapat dilihat pada data

tabel di bawah.

Tabel 3.2 Perbandingan Persentase Indeks Pengawasan Obat dan

Makanan di Klaster 7

Gorontalo| Ambon Palu Pangkal

Pinang

Bengkulu

Target

persentase

obat yang

memenuhi
syarat

71,00

71,00

71,00

71,00

71,00

Realisasi
persentase
obat yang
memenuhi

syarat

63,45

76,64

65,90

61,70

72,55

Persentase
Capaian

89,37%

107,94%

92,82%

86,90%

102,18%

Jj/’

BADAMN FOM

LAKIP 2019 67 ]




<

BADAMN FOM

2. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Persentase obat yang memenuhi syarat merupakan perbandingan antara

jumlah produk obat yang memenuhi syarat terhadap jumlah total sampling obat,
yang dimaksud dengan obat dalam hal ini adalah obat bebas, obat bebas
terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika dan narkotika (tidak
termasuk OT). Sampling (kriteria dan target) dilakukan terhadap obat beredar
berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan

Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan.

Grafik 3.2 Profil Obat yang Memenuhi Syarat

100
80
60 M persentasi obat yang
0 memenuhi syarat

O Target

Tabel 3.3 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat
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persentase % % % %
obat yang
memenubhi
syarat

Tren Persentase Capaian Obat yang Memenuhi Syarat Terhadap Target

J}/’

BADAMN FOM

OBAT MS

120 107,03 104,14 104,14

e & \81,24
80 2

—x—OBAT M

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan pada tahun 2019 persentase obat
yang memenuhi syarat adalah 76,37%. Angka tersebut diperoleh dengan
membandingkan jumlah sampel yang memenuhi syarat (MS = 265 sampel)
terhadap jumlah sampel obat yang diuji (347 sampel). Apabila dibandingkan
terhadap target tahun 2019, yaitu 94,00%, maka persentase capaian indikator
ini adalah 81,24% dengan status capaian ACukupo.

Adapun kriteria sampel yang tidak memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu;

2. Produk kedaluwarsa/produk rusak;

3. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau

4. Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan.
Jika termasuk kriteria 1 atau 2, maka tidak dilakukan pengujian, Jika ditemukan
sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS
pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

Jika dibandingkan dengan Balai POM klaster 7, Persentase Obat yang
Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo dapat dibandingkan

berdasarkan data tabel di bawah.
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Tabel 3.4 Perbandingan Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Klaster 7

Gorontalo Ambon Palu Pangkal Bengkulu
Pinang

Target 94,00% 94,00% 94,00% 94,00% 94,00%
persentase
obat yang
memenuhi
syarat
Realisasi 76,37% 94,29% 85,27% 91,58% 92,94%
persentase
obat yang
memenuhi
syarat

Persentase 81,24% 100,31% 90,71% 97,43% 98,87%
Capaian
Terhadap
Target

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi Indikator
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai POM di
Gorontalo sebesar 76,37% belum mencapai target yang telah ditetapkan pada
tahun 2019 sebesar 94%. Dapat disimpulkan pula persentase capaian terhadap
target adalah sebesar 81,24% dengan status capaiani Cu k u p 0

Terhadap hal tersebut, Balai POM di Gorontalo memandang perlu
melakukan analisis penyebab tidak tercapainya target Persentase Obat yang
Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo disebabkan karena
perubahan pedoman sampling obat yang mengakomodir TMS tidak hanya
berdasarkan hasil uji tetapi juga berdasarkan penandaan, rusak/kadaluarsa,
dan TIE. Pada tahun 2019 ditemukan 69 sampel obat yang TMK penandaan
namun MS hasil uji laboratorium, pengambilan kesimpulan TMK penandaan
masih berdasarkan hasil evaluasi petugas Balai.

Chart Data Sampel Obat TMS

ETMK PENANDAAN & MS UJI LAE
EMK PENANDAAN & TMS UJI LAE

OBATTMS | BTMS KADALUARSA
82 SAMPEL | mTwms TIE

H TMK PENANDAAN & TMS UJI LA
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Terkait hal di atas, Balai POM di Gorontalo memandang perlu upaya-

upaya dalam rangka mempertahankan capaian bahkan meningkatkan capaian

kinerja sasaran tersebut antara lain :

1.

Laporan tindak lanjut produk TMK ke Badan POM RI agar dapat
dilakukan pembinaan terhadap produsen obat TMK;

Pembinaan terhadap produsen obat TMK di wilayah kerja Balai
POM di Gorontalo;

Monitoring terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan
sarana distribusi yang dilakukan oleh Balai POM di Gorontalo;
Penajaman sasaran pengawasan terhadap sarana distribusi obat
hingga ke pelosok kabupaten / kota di Provinsi Gorontalo.
Meningkatkan penyelidikan dan penyidikan di bidang Obat.
Penyebaran informasi melalui KIE dilakukan dengan melakukan
pemetaan target, untuk kemudian dilakukan KIE secara intensif
oleh Balai POM di Gorontalo kepada masyarakat terhadap obat
yang memenuhi syarat keamanan, mutu dan manfaat melalui
sosial media, penyuluhan, pameran, Talk Show, media massa
baik cetak maupun elektronik..

Pemberian sanksi yang tegas kepada sarana distribusi yang tidak
memenuhi ketentuan CDOB sehingga dapat meminimalkan

peredaran obat yang tidak memenuhi standar.

Terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja tahun 2018,

Balai POM di Gorontalo telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1.

Laporan penandaan produk obat secara berkala ke Badan POM
untuk selanjutnya dilakukan pembinaan terhadap produsen
terdaftar;

Pengawasan rutin terhadap sarana distribusi obat sepanjang
tahun 2019;

Monitoring terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

sarana distribusi yang dilakukan oleh Balai POM di Gorontalo;

Jj/’
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4.  Monitoring terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan
sarana distribusi yang dilakukan oleh Balai POM di Gorontalo;

5. KIE Sadar Obat dan Makanan Aman Pramuka pada bulan
September 2019;

6. Penindakan terhadap 3 (tiga) pelaku kriminal di bidang obat
sepanjang tahun 2019.

Capaian Kinerja Indikator sasaran ini didukung melalui beberapa kegiatan
Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan, Audit Sarana dalam rangka
Sertifikasi, Pengujian di Laboratorium Sampel Obat dan Makanan, Penyidikan
dan Penyelidikan, Pemantapan koordinasi dengan stakeholder serta Layanan
Informasi Pengawasan Obat dan Makanan. Dengan adanya kegiatan tersebut,
output yang diharapkan adalah menguatnya sistem pengawasan pre market
dan post market obat sehingga meningkatkan persentase obat yang memenuhi

syarat.

3. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat

l Capaian Nilai : Baik (97,95%) '

Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat merupakan

perbandingan jumlah obat tradisional yang memenuhi syarat terhadap jumlah
total sampling obat tradisional, yang dimaksud dengan Obat Tradisional adalah
jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Sampling (kriteria dan target)
dilakukan terhadap obat tradisional beredar berdasarkan Keputusan Kepala

BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun

berjalan.
Grafik 3.3 Profil Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat
100
80
60 [ persentasi obat tradisional
40 yang memenuhi syarat

M Target
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Tabel 3.5 Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat

Target
persentase
obat
tradisional
yang
memenubhi
syarat
Realisasi
Persentase
Obat
Tradisional
yang
memenuhi
syarat

% % % %
capaian capaian capaian capaia

2016 2017 2018 2019 tahun tahun thd thd
2016 2017 target target

2018 2019

76,11 77,11 92,00 80,00 120,88
% % % %

118,60 95,50 97,95

92,00 91,45 87,86 78,36
% % % %

Tren Persentase Capaian Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat

Terhadap Target

OBAT TRADISIONAL MS

Dari tabel di atas dapat disimpulkan pada tahun 2019 persentase Obat

Tradisional yang memenuhi syarat adalah 78,36%. Angka tersebut diperoleh
dengan membandingkan jumlah sampel yang memenuhi syarat (105 sampel)
terhadap jumlah sampel obat tradisional yang diuji (134 sampel). Target 2019
untuk persentase OT yang memenuhi syarat adalah 80,00% sehingga diperoleh
persentase capaian indikator ini adalah 97,95% dengan status capaian indikator

fiBaiko.

125
36 125,88 118,6\
75 955 97,95
50 —m— OBAT TRADISIONAL
25
0
2016 2017 2018 2019

Adapun kriteria sampel yang tidak memenuhi syarat sebagai berikut :
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Produk kedaluwarsa/produk rusak;

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu;

2.

3. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau
4.

Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan.

v

BADAMN FOM

Jika termasuk kriteria 1 atau 2, maka tidak dilakukan pengujian, Jika ditemukan

sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS

pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

Chart Data Sampel Obat TMS

OBAT TMS
29 SAMPEL

E TMK PENANDAAN & MS UJI LAE

EMK PENANDAAN & TMS UJI LAB

ETMS KADALUARSA
ETMS TIE

H TMK PENANDAAN & TMS UJI L

A

Jika dibandingkan dengan Balai POM klaster 7, Persentase Obat

Tradisional yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo dapat

dilihat pada data tabel di bawah.

Tabel 3.6 Perbandingan Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi

Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Gorontalo, Ambon dan Palu

80,00%

85,00%

80,00%

60,00% 60,00%

78,36%

91,62%

88,69%

39,85% 89,74%

97,95%

107,79%

110,86%

66,420 149,57%
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Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi Indikator

Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai POM
di Gorontalo sebesar 78,36% belum mencapai target yang telah ditetapkan
pada tahun 2019 sebesar 80%. Dapat disimpulkan pula persentase capaian
terhadap target adalah sebesar 97,95% dengan status capaian i Ba i. k 0

Terhadap hal tersebut, Balai POM di Gorontalo memandang perlu
melakukan analisis penyebab tidak tercapainya target Persentase Obat
Tradisional yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo
disebabkan karena perubahan pedoman sampling obat tradisional yang
mengakomodir TMS tidak hanya berdasarkan hasil uji tetapi juga berdasarkan
penandaan, rusak/kadaluarsa, dan TIE. Pada tahun 2019 ditemukan 11 sampel
obat tradisional yang TMK penandaan namun MS hasil uji laboratorium.

Terkait hal di atas, Balai POM di Gorontalo memandang perlu upaya-
upaya dalam rangka mempertahankan capaian bahkan meningkatkan capaian
kinerja sasaran tersebut antara lain :

1. Laporan tindak lanjut produk TMK ke Badan POM RI agar dapat
dilakukan pembinaan terhadap produsen obat TMK;

2. Pembinaan terhadap produsen obat tradisional TMK di wilayah
kerja Balai POM di Gorontalo;

3. Monitoring terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan
sarana distribusi yang dilakukan oleh Balai POM di Gorontalo;

4. Penajaman sasaran pengawasan terhadap sarana distribusi
hingga ke pelosok kabupaten / kota di Provinsi Gorontalo.

5.  Meningkatkan penyelidikan dan penyidikan di bidang Obat
Tradisional.

6. Penyebaran informasi melalui KIE dilakukan dengan melakukan
pemetaan target, untuk kemudian dilakukan KIE secara intensif
oleh Balai POM di Gorontalo kepada masyarakat terhadap obat

yang memenuhi syarat keamanan, mutu dan manfaat melalui
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BADAMN FOM

LAKIP 20191 75




sosial media, penyuluhan, pameran, Talk Show, media massa
baik cetak maupun elektronik..

7. Pemberian sanksi yang tegas kepada sarana distribusi yang tidak
memenuhi ketentuan sehingga dapat meminimalkan peredaran
obat yang tidak memenuhi standar.

Terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja tahun 2018,
Balai POM di Gorontalo telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Laporan penandaan produk secara berkala ke Badan POM untuk
selanjutnya dilakukan pembinaan terhadap produsen terdaftar;

2. Pengawasan rutin terhadap sarana distribusi obat sepanjang
tahun 2019;

3.  Monitoring terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan
sarana distribusi yang dilakukan oleh Balai POM di Gorontalo;

4. KIE Sadar Obat dan Makanan Aman Pramuka pada bulan
September 2019;

Capaian kinerja Indikator sasaran ini didukung melalui beberapa kegiatan
Pengawasan Sarana Produksi Obat Tradisional, Pengawasan Sarana Distribusi
Obat Tradisional, Audit Sarana dalam rangka Sertifikasi, Pengujian di
Laboratorium Sampel Obat Tradisional, Penyidikan dan Penyelidikan,
Pemantapan koordinasi dengan stakeholder serta Layanan Informasi
Pengawasan Obat Tradisional. Dengan adanya kegiatan tersebut, output yang
diharapkan adalah menguatnya sistem pengawasan pre market dan post
market obat tradisional sehingga meningkatkan persentase obat tradisional
yang memenuhi syarat. Adapun penyebab tidak tercapainya target indikator ini
karena masih banyak ditemukan Obat Tradisional yang beredar yang tidak
memiliki NIE dan beberapa sampel yang sudah diuji di Laboratorium tidak

memenuhi syarat sesuai standar.

4. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat

l Capaian Nilai : Baik (104,95%) I
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Persentase kosmetik yang memenuhi syarat merupakan perbandingan

jumlah kosmetik yang memenuhi syarat terhadap jumlah total sampling

kosmetik. Sampel kosmetik yang disampling adalah kosmetik yang mendapat

notifikasi dari BPOM. Kosmetik yang memenuhi syarat ditetapkan melalui

pengujian laboratorium. Sampling (kriteria dan target) dilakukan terhadap

kosmetik beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman

Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan.

Grafik 3.4 Profil Kosmetik yang Memenuhi Syarat

' Persentase Kosmetik Yang
Memenuhi Syarat

[ Target persentase kosmetik
yang Memenuhi Syarat

Tabel 3.7 Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat

2016

2017

2018

2019

%
capaian
tahun
2016

%
capaian
tahun
2017

%

capaian

thd

Target

2018

%
capaian
thd
Target
2019

Status

Target
persentase
kosmetik
yang
memenuhi
syarat

90,00%

91,00%

92,00%

80,00%

Realisasi
persentase
kosmetik
yang
memenuhi
syarat

99,00%

99,01%

100%

83,96%

110,00

108,80

108,70

104,95

Baik

v
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Tren Persentase Capaian Kosmetik yang Memenuhi Syarat Terhadap
Target

KOSMETIK MS

125
100
75

KOSMETIK M

Pada tahun 2019 persentase Kosmetik yang memenuhi syarat adalah

83,96%. Angka tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah sampel
yang memenuhi syarat (225 sampel) terhadap jumlah sampel kosmetik yang
diuji (268 sampel). Target tahun kosmetik yang memenuhi syarat sebesar
80,00%, sehingga capaian terhadap indikator ini adalah 104,95% dengan
capaian indikator fiBaiko .
Adapun kriteria sampel yang tidak memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu;

2. Produk kedaluwarsa/produk rusak;

3. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau

4. Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan.
Jika termasuk kriteria 1 atau 2, maka tidak dilakukan pengujian, Jika ditemukan
sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS
pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

Chart Data Sampel Kosmetik TMS

LAKIP 20191 78




OBAT TMS
43 SAMPEL

E TMK PENANDAAN & MS UJI LA

EMK PENANDAAN & TMS UJI LA

H TMS KADALUARSA

BTMS TIE

H TMK PENANDAAN & TMS UJI L
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B

B

A

Jika dibandingkan dengan Balai POM klaster 7, Persentase Kosmetik

yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo dapat dilihat pada

data tabel di bawah.

Tabel 3.8 Perbandingan Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat
Klaster 7

80,00%

90,00%

87,00%

80,00%

80,00%

83,96%

89,58%

97,35%

87,36%

90,63%

104,95%

99,53%

111,90%

109,20%

113,29%

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi Indikator

Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai POM di

Gorontalo sebesar 83,96% telah mencapai target yang telah ditetapkan pada

tahun 2019 sebesar 80%. Dapat disimpulkan pula persentase capaian terhadap

target adalah sebesar 104,95% dengan status capaianfi Ba i. k 0
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Pencapaian yang memuaskan atas Indikator Persentase Kosmetik yang
Memenuhi Syarat tidak lepas dari usaha yang telah dilakukan sepanjang tahun
2019, antara lain :

1. Meningkatnya koordinasi internal antara seksi Pemeriksaan dan
Penindakan, Manajer Administrasi, dan seksi Pengujian terkait
pemenuhan timeline sampling setiap bulan selama tahun 2019.

2. Pengadaan reagen tepat waktu sehingga ketersediaan reagen untuk
melakukan pengujian terpenuhi dengan baik.

3. KIE dengan Tokoh Masyarakat oCerdas Men
Februari 2019;

4. Laporan penandaan produk secara berkala ke Badan POM untuk
selanjutnya dilakukan pembinaan terhadap produsen terdaftar;

5. Pengawasan rutin terhadap sarana distribusi sepanjang tahun 2019;

6. Monitoring terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan sarana
distribusi yang dilakukan oleh Balai POM di Gorontalo;

7. Penindakan Kosmetika TIE an Fredy Lihawa tahun 2019

Capaian kinerja Indikator sasaran ini didukung melalui beberapa kegiatan
Pengawasan Sarana Distribusi Kosmetik, Audit Sarana dalam rangka
Sertifikasi, Pengujian di Laboratorium Sampel Kosmetik, Penyidikan dan
Penyelidikan, Pemantapan koordinasi dengan stakeholder serta Layanan
Informasi Pengawasan Kosmetik. Dengan adanya kegiatan tersebut, output
yang diharapkan adalah menguatnya sistem pengawasan pre market dan post
market kosmetik sehingga meningkatkan persentase kosmetik yang memenuhi
syarat.

Terkait capaian di atas, Balai POM di Gorontalo memandang perlu upaya-
upaya dalam rangka mempertahankan capaian bahkan meningkatkan capaian
kinerja sasaran tersebut antara lain :

1. Masih ditemukan kosmetik TIE pada tahun 2019. Untuk itu fokus tahun
2020 akan dilakukan perkuatan KIE dan penegakan hukum atas
pelanggaran kosmetik TIE;

2. Penajaman sasaran pengawasan terhadap sarana distribusi kosmetik

hingga ke pelosok kabupaten / kota di Provinsi Gorontalo.
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3. Pembinaan secara berkala terhadap sarana distribusi Kosmetik yang
memenuhi ketentuan untuk dapat mempertahankan konsistensi.

4. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait, dalam rangka
pembinaan terhadap sarana distribusi kosmetik.

5. Monitoring terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan sarana
distribusi kosmetik yang dilakukan oleh Balai POM di Gorontalo.

6. Meningkatkan penyelidikan dan penyidikan di bidang Kosmetik.

7. KIE kepada masyarakat dilakukan berdasarkan pemetaan target.

8. Peningkatkan kompetensi personel.

5. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat

Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat merupakan
perbandingan jumlah suplemen kesehatan yang memenuhi syarat terhadap
jumlah total sampling suplemen kesehatan. Sampling (kriteria dan target)
dilakukan terhadap Suplemen Kesehatan beredar berdasarkan Keputusan
Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan

Tahun berjalan

Grafik 3.5 Profil Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat

® Persentasi Suplemen
Kesehatan yang Memenuhi
Syarat

W Target persentase Suplemen
Kesehatan yang Memenuhi
Syarat

Tabel 3.9 Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat

% % % %
capaian|capaian |capaian |capaian
AURS AV | A AU tahun | tahun thd thd Status
2016 2017 | target | target
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2018 2019

Target
Persentase
Suplemen
Kesehatan
yang
Memenuhi
Syarat

80,00
%

81,00
%

85,00
%

87,00
%

Realisasi
Persentase
Suplemen
Kesehatan
yang
Memenuhi
Syarat

100,00
%

100,00
%

100,00
%

100%

125,00

123,46

Sangat

117,65 Baik

114,94

Tren Persentase Capaian Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat

Terhadap Target

—x—SUPLEMEN KESEHATAN

SUPLEMEN KESEHATAN MS
i(2)(5) 2 12);"46 T_>§,65 114,94
75
50
25
0
2016 2017 2018 2019

Pada tahun 2019, suplemen kesehatan yang memenuhi syarat adalah

100%. Angka tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah sampel

suplemen kesehatan yang memenuhi syarat (MS = 44 sampel) terhadap jumlah

total sampel suplemen kesehatan yang diuji (44 sampel). Dibandingkan dengan

target tahun 2019, yaitu 87,00% maka persentase capaian indikator ini adalah

114,94%, dengan status capaian indikator iSangat Baiko.

Adapun kriteria sampel yang tidak memenuhi syarat sebagai berikut :

1.
2. Produk kedaluwarsa/produk rusak;

3.

4. Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan.

Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu;

Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau
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Jika termasuk kriteria 1 atau 2, maka tidak dilakukan pengujian, Jika ditemukan
sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS
pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

Jika dibandingkan dengan Balai POM Klaster 7, Persentase Suplemen
Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo dapat
dilihat pada data tabel di bawah.

Tabel 3.10 Perbandingan Persentase Supemen Kesehatan yang Memenuhi

Syarat Klaster 7

Gorontalo| Ambon Palu Pangkal | Bengkulu
Pinang

Target
persentase
suplemen
kesehatan 87,00% 89,00% 80,00% 87,00% 87,00%
yang
memenuhi
syarat
Realisasi
persentase
suplemen
kesehatan 97,73% 88,70% 78,24% 45,65% 98,25%
yang
memenuhi
syarat
Persentase
Capaian
Terhadap
Target

114,94% | 99,66% 97,80% 52,47% 112,93%

Pencapaian yang memuaskan atas Indikator Persentase Suplemen
Kesehatan yang Memenuhi Syarat tidak lepas dari usaha yang telah dilakukan
sepanjang tahun 2019, antara lain :

1. Meningkatnya koordinasi internal antara seksi Pemeriksaan dan
Penindakan, Manajer Administrasi, dan seksi Pengujian terkait
pemenuhan timeline sampling setiap bulan selama tahun 2019.

2. Pengadaan reagen tepat waktu sehingga ketersediaan reagen
untuk melakukan pengujian terpenuhi dengan baik.

3. Laporan penandaan produk secara berkala ke Badan POM untuk

selanjutnya dilakukan pembinaan terhadap produsen terdaftar;
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4. Pengawasan rutin terhadap sarana distribusi sepanjang tahun
2019;
5. Monitoring terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

sarana distribusi yang dilakukan oleh Balai POM di Gorontalo;

Capaian kinerja Indikator sasaran ini didukung melalui beberapa kegiatan
Pengawasan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan, Audit Sarana dalam
rangka Sertifikasi, Pengujian di Laboratorium Sampel Suplemen Kesehatan,
Penyidikan dan Penyelidikan, Pemantapan koordinasi dengan stakeholder serta
Layanan Informasi Pengawasan Suplemen Kesehatan. Dengan adanya
kegiatan tersebut, output yang diharapkan adalah menguatnya sistem
pengawasan pre market dan post market suplemen kesehatan sehingga
meningkatkan persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat.

Terkait capaian di atas, Balai POM di Gorontalo memandang perlu upaya-
upaya dalam rangka mempertahankan capaian bahkan meningkatkan capaian
kinerja sasaran tersebut antara lain :

1. Penajaman sasaran pengawasan terhadap sarana distribusi
kosmetik hingga ke pelosok kabupaten / kota di Provinsi Gorontalo.

2. Pembinaan secara berkala terhadap sarana distribusi Kosmetik
yang memenuhi ketentuan wuntuk dapat mempertahankan
konsistensi.

3. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait, dalam rangka
pembinaan terhadap sarana distribusi.

4. Monitoring terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan
sarana distribusi kosmetik yang dilakukan oleh Balai POM di
Gorontalo.

5. Meningkatkan penyelidikan dan penyidikan.

6. KIE kepada masyarakat dilakukan berdasarkan pemetaan target.

7. Peningkatkan kompetensi personel.

6. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

J}/’
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Persentase makanan yang memenuhi syarat merupakan perbandingan
jumlah makanan yang memenuhi syarat terhadap jumlah total sampling
makanan. Sampling (kriteria dan target) dilakukan terhadap pangan beredar
berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan
Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan

Grafik 3.6 Profil Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

1

® persentase makanan yang
memenuhi syarat

W Target persentase makanan
yang memenuhi syarat

Tabel 3.11 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

88,60% [89,10%|89,60% | 71,00%

Baik

101,21{101,01| 99,34 101,13

89,67% |90,00%89,01% | 71,80%

Tren Persentase Capaian Makanan yang Memenuhi Syarat Terhadap

Target
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Pada tahun 2019 persentase makanan yang memenuhi syarat adalah
71,80%. Angka tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah sampel
makanan yang diuji memenuhi syarat (MS = 275 sampel) terhadap jumlah
sampel total makanan yang diuji (383 sampel). Target tahun 2019, yaitu
71,00%, sehingga persentase capaian indikator ini adalah 101,13%, maka
status capaian Indikator ini adalah fiBaiko .

Adapun kriteria sampel yang tidak memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu;

2. Produk kedaluwarsa/produk rusak;

3. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau

4. Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan.
Jika termasuk kriteria 1 atau 2, maka tidak dilakukan pengujian, Jika ditemukan
sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS
pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

Chart Data Sampel Makanan TMS

q
E TMK PENANDAAN & MS UJI LA 4
EMK PENANDAAN & TMS UJI LA
OBAT TMS ETMS KADALUARSA
108 SAMPEL
ETMS TIE

H TMK PENANDAAN & TMS UJI L

> M
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Jika dibandingkan dengan Balai POM Kklaster 7, Persentase Suplemen
Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo dapat
dilihat dari data tabel di bawah.

Tabel 3.12 Perbandingan Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat
Klaster 7

Gorontalo| Ambon Palu Pangkal | Bengkul
Pinang u

Target
persentase
makanan
yang
memenuhi
syarat
Realisasi
persentase
makanan
yang
memenuhi
syarat
Persentase
Capaian
Terhadap
Target

71,00% 75,00% 71,00% 71,00% 71,00%

71,80% 91,70% 72,96% 58,89% 75,55%

101,13% | 122,27% | 102,76% | 82,94% | 106,41%

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi Indikator
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai POM di
Gorontalo sebesar 71% telah mencapai target yang telah ditetapkan pada
tahun 2019 sebesar 71,80%. Dapat disimpulkan pula persentase capaian
terhadap target adalah sebesar 101,13% dengan status capaianii Ba i. k 0

Pencapaian yang memuaskan atas Indikator Persentase Kosmetik yang
Memenuhi Syarat tidak lepas dari usaha yang telah dilakukan sepanjang tahun
2019, antara lain :

1. Meningkatnya koordinasi internal antara seksi Pemeriksaan dan
Penindakan, Manajer Administrasi, dan seksi Pengujian terkait
pemenuhan timeline sampling setiap bulan selama tahun 2019.

2. Pengadaan reagen tepat waktu sehingga ketersediaan reagen
untuk melakukan pengujian terpenuhi dengan baik.

3. Penyebaran Informasi Keamanan Pangan bulan Januari 2019;
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4. KIE Mobling bulan Februari s/d Oktober 2019;

5. Laporan penandaan produk secara berkala ke Badan POM untuk
selanjutnya dilakukan pembinaan terhadap produsen terdaftar;

6. Pengawasan rutin terhadap sarana distribusi sepanjang tahun
2019;

7. Monitoring terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

sarana distribusi yang dilakukan oleh Balai POM di Gorontalo;

Capaian kinerja Indikator sasaran ini didukung melalui beberapa kegiatan
Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Makanan, Audit Sarana dalam
rangka Sertifikasi, Pengujian di Laboratorium Sampel Makanan, kampanye
pasar aman dari bahan berbahaya, monitoring dan evaluasi pasar aman dari
bahan berbahaya, audit surveilance penerima piagam bintang keamanan
pangan kantin sekolah, Penyidikan dan Penyelidikan, Pemantapan koordinasi
dengan stakeholder serta Layanan Informasi Pengawasan Makanan. Dengan
adanya kegiatan tersebut, output yang diharapkan adalah menguatnya sistem
pengawasan pre market dan post market makanan sehingga meningkatkan
persentase makanan yang memenuhi syarat.

Terkait capaian di atas, Balai POM di Gorontalo memandang perlu upaya-
upaya dalam rangka mempertahankan capaian bahkan meningkatkan capaian
kinerja sasaran tersebut antara lain :

1. Penajaman sasaran pengawasan terhadap sarana distribusi obat hingga
ke pelosok kabupaten / kota di Provinsi Gorontalo.

2. Pembinaan secara berkala terhadap sarana distribusi Makanan yang
memenuhi ketentuan untuk dapat mempertahankan konsistensi.

3. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait, dalam rangka
pembinaan terhadap sarana distribusi makanan.

4. Monitoring terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan sarana
distribusi makan yang dilakukan oleh Balai POM di Gorontalo.

5. Meningkatkan penyelidikan dan penyidikan di bidang Makanan.

6. KIE kepada masyarakat dilakukan berdasarkan pemetaan target.

7. Peningkatkan kompetensi personel.
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Secara garis besar pencapaiaan kegiatan untuk sasaran strategis
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ATerwujudnya Obat dan Makanan yang aman
Balai POM di Gorontalootahun 2019 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.13 Pengukuran Kinerja Kegiatan untuk Sasaran Strategis
ATerwujudnya Obat dan Makanan yang aman
Bal ai POM di Gorontal oo
Terwujudnya Obat | Rp 658,114,000 1176 sampel Rp 641,507,857 1176 sampel = 97.48% 100% Efisien
dan Makanan yang
aman dan bermutu di
wilayah kerja Balai
POM di Gorontalo
Sepanjang tahun 2019 untuk mencapai sasaran strategis Terwujudnya
Obat dan Makanan yang aman dan bermutu Balai POM di Gorontalo telah
merealisasikan anggaran sebesar 97,48% dari perencanaan sebesar
Rp658.114.000 serta berhasil merealisasikan capaian output sebesar 100%.
Maka dapat disimpulkan bahwa Balai POM di Gorontalo dapat secara Efisien
menggunakan sumber dana yang ada. Bila dibandingkan tahun 2018 dapat
diperoleh informasi bahwa Balai POM di Gorontalo semakin optimal dalam
penggunaan anggaran, tahun 2018 realisasi atas anggaran untuk mendukung
capaian output hanya 81,69% dari anggaran yang tersedia sebesar
Rp749.300.000, dengan capaian output 100% serta predikat yang sama untuk
efisiensi.
Tabel 3.14 Status Capaian Sasaran Strategis 1 Tahun 2019
No Sasaran Indikator Target Realisasi % Status % Status
Strategis Kinerja Capaian | capaian Capaian Capaian
Rata-rata Rata-rata
1 Terwujudn 1.1 | Indeks 71 %| 63,45 |% 89,37 Cukup
ya Obat pengawasan
dan Obat dan
Makanan Makanan
yang 1.2 Persentase 94 %| 76,37 |% 81,24 Cukup
aman dan obat yang 98,26 Baik
bermutu di memenuhi
wilayah syarat*)
kerjaBalai | 1.3 | Persentase 80 |%| 78,36 [%| 97,95 Baik
POM di obat tradisional
Gorontalo yang
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memenuhi
syarat*)
1.4 Persentase 80 %| 83,96 |% | 104,95 Baik
kosmetik yang
memenuhi
syarat*)
1.5 | Persentase 80 %| 100,00 (% | 114,94 Sangat Baik
suplemen
kesehatan
yang
memenuhi
syarat*)
1.6 Persentase 71 %| 71,80 |% | 101,13 Baik
makanan yang
memenuhi
syarat*)

Dengan segala usaha yang telah dilakukan Balai POM di Gorontalo sepanjang
tahun 2019, dengan merealisasikan seluruh target kinerja yang ada serta
merealisasikan anggaran secara efektif dan efisian, dapat disimpulkan bahwa
Sasaran Strategis 1 AiTerwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu
di wilayah kerja Balai POM di Gorontalod0 t ¢efcaphi dengan status capaian
fBaika

A.2 Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan
Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat

dan Makanan

Pada tahun 2019, keberhasilan pencapaian sasaran strategis kedua ini
diukur dengan 1 (dua) Indikator Kinerja Utama, yaitu :
1. Indeks Kepatuhan (Compliance index) Pelaku Usaha di Bidang Obat
dan Makanan

Kepatuhan merupakan suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan
berbagai aktivitas yang bersifat profit/non profit sesuai dengan ketentuan dan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait dengan Obat dan
Makanan. Pelaku usaha obat dan makanan mencakup produsen, distributor,
importir, eksportir, pemilik sarana produksi dan distribusi, pedagang besar dan

kecil yang memproduksi dan atau memperjualbelikan obat dan makanan.
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Variabel penyusun indeks antara lain:

1) Hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi
ketentuan (GMP)

2) Hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi
ketentuan (GDP)

3) Hasil pemeriksaan sarana pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan
prekusor yang memenuhi ketentuan

Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan

Makanan dihitung menggunakan metodologi statistik dan Analitycal Hierarchy

Process (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks

Grafik 3.7 Profil Indeks Kepatuhan (Compliance index) Pelaku Usaha di
bidang Obat dan Makanan

70

65

60 Indeks Kepatuhan (Compliance
55 index) Pelaku Usaha di bidang
2(5) Obat dan Makanan

M Target

Tabel 3.15 Tabel Persentase Indeks Kepatuhan (Compliance Index) Pelaku
Usaha di bidang Obat dan Makanan

% capaian thd
target 2018

% capaian thd

AT target 2019

2019 Status

Target Indeks
kepatuhan

(Compliance 60 61
index) pelaku

usaha

Realisasi Indeks
kepatuhan
(Compliance
index) pelaku
usaha

35,12

77,31

58,53

126,74

Tidak Dapat
Disimpulkan
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Tren Persentase Indeks Kepatuhan (Compliance Index) Pelaku Usaha di
bidang Obat dan Makanan
125 X
/{26,74

100

75 / —x—Indeks Kepatuhan

x/ (Compliance Index) Pela
50 5853 Usaha di bidang Obat da
/ Makanan
25 /
0 0 X X
2016 ®017 2018 2019

Indeks kepatuhan (Compliance index) pelaku usaha di Wilayah Kerja
BPOM di Gorontalo sebesar 77,31 melebihi target tahun 2019 dengan
persentase pencapaian 126,74% dengan status capaian indikator fATidak
Dapat Disimpulkano.

Indeks tersebut mengalami peningkatan yang sangat signifikan bila
dibandingkan capaian tahun 2018, tentunya Balai POM di Gorontalo
mengeksekusi rekomendasi peningkatan yang telah dicanangkan dalam
rekomendasi tahun 2018 antara lain :

1. Memberikan kesempatan pada sarana untuk dapat melakukan
CAPA dengan jangka waktu penyelesaian untuk kemudian
disimpulkan MT / TMK, hal tersebut dilakukan dengan mencontoh
yang dilakukan auditor ISO terhadap BPOM terkait CAPA temuan.

2. Melakukan edukasi kepada pelaku usaha melalui Forum
Konsultasi Publik yang diadakan pada bulan Agustus 2019.

Jika dibandingkan dengan Balai POM Kklaster 7, Indeks Kepatuhan
(Compliance Index) Pelaku Usaha di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo dapat
dilihat pada data tabel di bawah, untuk Indeks Kepatuhan (Compliance Index)

Pelaku Usaha nasional sebesar 84,30.

Tabel 3.16 Perbandingan Persentase Indeks Kepatuhan (Compliance

Index) Pelaku Usaha Klaster 7
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61,00%

61,00%

61,00%

61,00%

61,00%

77,31%

79,08%

77,57%

50,44%

90,98%

126,74%

129,64%

127,16%

82,94%

149,15%

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator
Indeks Kepatuhan (Compliance Index) Pelaku Usaha melebihi target yang telah
ditetapkan pada tahun 2019 namun masih dibawah realisasi nasional sebesar
84,30.

2. Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat dan

Makanan Aman

Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) diukur untuk mengetahui
sejauh mana pengetahuan, sikap dan prilaku masyarakat dalam memilih obat
dan makanan yang aman untuk dikomsumsi.

Variabel penyusun indeks antara lain:

1) Tangibles

2) Realibility

3) Responsiveness

4) Assurance

5) Emphaty
Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan Aman
dihitung menggunakan metodologi cross sectional. Untuk mengukur 5 (lima)
Variabel tersebut dilakukan 2 pengukuran indeks yaitu :

1. Indeks Kepuasan Langsung

A
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Indeks Kepuasan Langsung di Wilayah Kerja Balai POM di Gorontalo
sebesar 66,96. Indeks tersebut diukur untuk menilai sejauh mana kinerja
Balai POM di Gorontalo dalam melakukan pengawasan melalui KIE
kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan
berkhasiat melalui subsite dan sosial media (tangibles).
2. Indeks Kepuasan Tidak Langsung

Indeks Kepuasan Tidak Langsung di Wilayah Kerja Balai POM di
Gorontalo sebesar 74,63. Indeks tersebut diukur untuk menilai sejauh
mana kinerja Balai POM di Gorontalo dalam melakukan pengawasan
(realibility), tindakan (responsiveness), memberikan perlindungan
(assurance) dan kepedulian (emphaty) terhadap Obat dan Makanan

yang beredar di masyarakat.

Grafik 3.7 Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap

Obat dan Makanan Aman

2. Indeks Kesadaran
Masyarakat (Awareness Index)
Terhadap Obat dan Makanan
Aman

H Target

Tabel 3.15 Tabel Persentase Indeks Kesadaran Masyarakat

(Awareness Index) Terhadap Obat dan Makanan Aman

% capaian thd [% capaian thd

target 2018 | target 2019 Status

2018 2019

Target Indeks
kesadaran
masyarakat
(Awareness - 66 - 100,89 Baik
Index) terhadap
Obat dan
Makanan Aman
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Realisasi Indeks
kesadaran
masyarakat
(Awareness - 66,59
Index) terhadap
Obat dan
Makanan Aman

Tren Persentase Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat

dan Makanan Aman

125

100
/68,89
75

—x—Kesadaran Masyarakat
(Awareness Index) Terhad

50 / Obat dan Makanan Aman

Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) di Wilayah Kerja BPOM di
Gorontalo sebesar 66,59 melebihi target tahun 2019 dengan persentase
pencapaian 100,89% dengan status capaian indikator fiBaiko.

Jika dibandingkan dengan Balai POM klaster 7, Indeks Kesadaran
Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan Aman di Wilayah
Kerja Balai POM di Gorontalo dapat dilihat pada data tabel di bawah, untuk
Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan

Aman secara nasional adalah 68,78.

Tabel 3.16 Perbandingan Persentase Indeks Kesadaran Masyarakat

(Awareness Index) Klaster 7

Gorontalo] Ambon Palu Pangkal | Bengkul
Pinang u
Target
persentase
Indeks 66,00% 66,00% 66,00% 66,00% 66,00%
Kesadaran
Masyarakat
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Realisasi
Indeks
0 0, 0 0 0,
Kesadaran 66,59% | 67,06% 67,70% | 72,77% | 67,95%
Masyarakat
Persentase
Capaian o o o o o
Ternal 100,89% | 101,61% | 102,58% | 110,15% | 102,95%
Target
Tabel 3.17 Pengukuran Kinerja Kegiatan untuk Sasaran Strategis
AiMeningkatnya Kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat
terhadap keamanan, manfaat dan mutu obat dan makanan di wilayah kerja
BPOM di Gorontaloo
Sasaran Strategi Target Input Target Output | Realisasi Input Realisasi Capaian Capaian | Efisiensi
Output Input Output
Meningkatnya Rp 223,624,000 16 sarana Rp 211,321,493 Sarana 94.50% 100% Efisien

Kepatuhan  pelaku
usaha dan
kesadaran

masyarakat terhadap
keamanan, manfaat
dan mutu obat dan
makanan di wilayah
kerjia  BPOM di

Gorontalo

Sepanjang tahun 2019 untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya
Kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan,
manfaat dan mutu obat dan makanan Balai POM di Gorontalo telah
merealisasikan anggaran sebesar 94,50% dari perencanaan sebesar
Rp223.624.000 serta berhasil merealisasikan capaian output sebesar 100%.
Maka dapat disimpulkan bahwa Balai POM di Gorontalo dapat secara Efisien
menggunakan sumber dana yang ada. Bila dibandingkan tahun 2018 dapat
diperoleh informasi bahwa Balai POM di Gorontalo semakin optimal dalam
penggunaan anggaran, tahun 2018 realisasi atas anggaran untuk mendukung
capaian output hanya 50,76% dari anggaran yang tersedia sebesar
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Rp14.460.000, dengan capaian output 100% serta predikat yang sama untuk
efisiensi.
Tabel 3.18 Status Capaian Sasaran Strategis 2 Tahun 2019

v
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NO. SASARAN INDIKAT TARGET |REALISASI % Status % Status
STRATEGIS OR CAPAIA | capaia | Capai Capai
KINERJA N n an an
Rata- Rata-
Rata Rata
2 Meningkatnya 1.1 | Indeks 61 77,31 126,74 Tidak
Kepatuhan pelaku Kepatuha Dapat
usaha dan kesadaran n Disimp
masyarakat terhadap (Complian ulkan
keamanan, manfaat ce Index)
dan mutu obat dan Pelaku
makanan di wilayah Usaha
kerja BPOM di 1.2 | Indeks 66 66,59 100,89 Baik 113,82 | Sangat
Gorontalo kesadaran Baik
masyarak
at
(Awarenes
s Index)
terhadap
Obat dan
Makanan
Aman

Dengan segala usaha yang telah dilakukan Balai POM di Gorontalo
sepanjang tahun 2019, dengan merealisasikan seluruh target kinerja yang ada
serta merealisasikan anggaran secara efektif dan efisian, dapat disimpulkan
bahwa Sasaran Strategis 2 fMeningkatnya Kepatuhan pelaku usaha dan
kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu obat dan
makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontaloo telah mencapai target yang

ditetapkan dengan status capaian fSangat Baiko .

A.3 Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat
Terhadap Obat dan Makanan Aman di Wilayah Kerja BPOM di
Gorontalo

Keberhasilan pencapaian sasaran ketiga ini diukur dengan 1 Indikator

Kinerja Utama yaitu:

1. Indeks Pengetahuan Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan Aman
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Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman
adalah nilai indeks yang diperoleh dari hasil survei terhadap pelaksanaan KIE
yang dilakukan UPT BPOM. Pengetahuan (knowledge) bertujuan untuk
menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam
memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman
masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan
benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh
sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat. Untuk menghitung
indeks pengetahuan masyarakat dilakukan metodologi survei.

Grafik 3.8 Profil Indeks Pengetahuan Masyarakat Terhadap Obat dan

Makanan Aman

85

80

75

70 B Persentase Tingkat kepuasan
o masyarakat

M Target

Tabel 3.19 Tabel Persentase Indeks Pengetahuan Masyarakat Terhadap

Obat dan Makanan Aman

% capaian thd |% capaian thd

2018 2019 target 2018 | target 2019

Status

Target Indeks
pengetahuan
masyarakat
terhadap Obat
dan Makanan
aman

60 61

Realisasi Indeks 136,62 116,11 Sangat Baik

pengetahuan
masyarakat
terhadap Obat
dan Makanan
aman

81,97 70,83
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Tren Persentase Indeks Pengetahuan Masyarakat Terhadap Obat dan

Makanan Aman

150
125 13857 —0u

100 116,11

—x—Indeks Pengetahuan
Masyarakat Terhadap Obat
50 dan Makanan Aman

75

25

2018 2019

Dari data di atas Indeks Pengetahuan Masyarakat Terhadap Obat Dan
Makanan Aman di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo persentase pencapaian
116,11% sehingga capaian indikator fiSangat Baiko. Indeks pengetahuan
masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman pada Tahun 2019 adalah 70,83
sedangkan target 61 (skala 100) adapun IPM standar nasional adalah 75,06,
capaian tersebut melewati target yang telah ditentukan tahun2019.

Capaian indikator ini melebihi target yang telah ditetapkan di tahun 2019
disebabkan oleh keberhasilan program KIE yang dilakukan secara masif baik
dilakukan secara langsung maupun melalui media cetak dan elektronik serta
media sosial. Disamping itu, program KIE oleh lintas sektor juga turut
berkontribusi terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap
keamanan obat dan makanan.

Jika dibandingkan dengan Balai POM Kklaster 7, Indeks Pengetahuan
Masyarakat Terhadap Obat Dan Makanan Aman di Wilayah Kerja BPOM di
Gorontalo dapat dilihat data tabel di bawah.

Tabel 3.20 Perbandingan Persentase Indeks Pengetahuan Masyarakat

Terhadap Obat Dan Makanan Aman Klaster 7

Gorontalo] Ambon Palu Pangkal | Bengkulu
Pinang
Target
persentase | 5, 61,00 61,00 61,00 61,00
Indeks
Pengetahuan
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Masyarakat

Realisasi
Indeks
Pengetahuan
Masyarakat
Persentase
Capaian
Terhadap
Target

70,83 69,34 71,27 77,98 72,03

116,11% | 113,67% | 116,84% | 127,84% | 118,08%

Pencapaiaan kegiatan untuk sasaran strategis 3 fMeningkatnya
pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja
BPOM di Gorontalootahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. KIE Obat dan Makanan Aman

Kegiatan KIE adalah kegiatan Komunikasi, Informasi, edukasi, dan
publikasi meliputi penyebaran Informasi, sosialisasi, pembentukan komunitas
masyarakat, KIE di area CFD, pameran, dan layanan informasi dan pengaduan
baik secara langsung maupun melalui media sosial, televisi, radio, artikel di
surat kabar, media online, talkshow, wawancara, atau media lainnya.

Metode perhitungan dilakukan dengan menghitung jumlah KIE Obat dan
Makanan aman yang dilaksanakan.

Selama tahun 2019 Balai POM di Gorontalo telah melaksanakan seluruh
target output kegiatan KIE Obat dan Makanan Aman sejumlah 23 KIE dengan
jumlah masyarakat yang berhasil ditingkatkan pengetahuannya terhadap Obat

dan Makanan Aman sebesar 16.311 orang dengan rincian sebagai berikut :

Anggaran Balai POM di Gorontalo

No Bulan Jumlah KIE Nama KIE
1. Januari 1 Penyebaran Informasi Keamanan Pangan
2. Februari 3 1. KIE dengan Tokoh Masyarakat 0 Ce r

Menggunakan Kosmetik

2. Pameran dalam rangka HUT BPOM

3. KIE Mobil Keliling dalam Kota

Maret 0 -

4. April 1 ILM di Radio Nada FM
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5. Mei KIE Mobil Keliling
6. Juni 4 1. KIE Mobil Keliling Kab. Gorontalo
(Lebaran Ketupat)
2. KIE Mobil Keliling Kota Gorontalo
(Syukuran Walikota)
3. KIE Mobil Keliling Pinogu
4. Penyuluhan Komunitas Pinogu
7. Juli 1 KIE Mobil Keliling Kota Gorontalo (SMA 3)
8. Agustus 2 1. KIE Mobil Keliling Kota Gorontalo
(Pramuka Kwarcab)
2. Sosialisasi Forum Konsultasi Publik
9. September 3 1. KIE Mobil Keliling Si Laura (Apangi)
2. KIE Sadar Obat dan Makanan Aman
Pramuka
3. Pelayanan Prima dan Bimtek E-Reg
Pendaftaran Pangan Olahan
10. Oktober 1 1. KIE Mobil Keliling Perkemahan Saka
Bhakti Husada
11. | November 0 -
12. | Desember 0 -
Anggaran Stakeholders
No | Nama Kegiatan Stakeholder Terkait
1. Pameran Kemah Bhakti Saka Bhakti Husada | Dinas Kesehatan
Provinsi Gorontalo
2. Pameran Pelayanan Publik Ombudsman Gorontalo
2. Desa Pangan Aman

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi kemanan pangan

(desa baru) serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang

menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan Kementerian Desa
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Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah
destinasiwisata. Desa Maj u adal ah Desa dengan | DM >
Desa Berkembang adal ah Desa dengan | DM >
Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan Sosial, ekonomi
dan ekologi.

Metode perhitungan dilakukan dengan menghitung berdasarkan jumlah
Desa pangan aman yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan.

Selama tahun 2019 Balai POM di Gorontalo telah melaksanakan seluruh
target output Desa Pangan Aman sejumlah 6 Desa dengan rincian sebagai
berikut :

No Bulan Jumlah Nama Desa

Desa

Januari 0 i

Februari

Maret

April

Mei

w| o o o] ©
1

'_\

. Desa Moodu

2 U ST T A

Juni

N

. Desa Liluwo

w

. Desa Dembe

7. Juli

8. Agustus

9. September

w| ol ol o

10. Oktober 1. GKPD Desa Dulohupa
2. GKPD Desa Kaliyoso
3. GKPD Kelurahan Tenilo
11. | November 0 -
12. | Desember 0 -
3. Pasar yang Diintervensi Menjadi Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya
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Pasar adalah pasar tradisional yang diusulkan oleh daerah sebagai pasar
percontohan untuk pelaksanaan program pasar aman dari bahan berbahaya.
Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan pedoman
inplementasi program pasar aman dari bahan berbahaya dalam rangka
mencapai pasar aman dari bahan berbahaya. Pasar aman dari bahan
berbahaya adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan
penuh dari komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait untuk
mengendalikan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam
pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya. Pasar
yang diintervensi meliputi pasar baru dan pasar pengawalan yang telah
diintervensi keamanan pangan sebelumnya termasuk pasar di daerah destinasi
wisata.

Metode perhitungan dilakukan dengan menghitung dari jumlah pasar yang
diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya.

Selama tahun 2019 Balai POM di Gorontalo telah melaksanakan seluruh
target output Pasar yang Diintervensi Menjadi Pasar Aman Dari Bahan

Berbahaya sejumlah 5 Pasar dengan rincian sebagai berikut :

J}/’
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No Bulan Jumlah Nama Desa
Desa

1. Januari 0 -
2. Februari 0 -
3. Maret 0 -
4. April 0 -
5. Mei 3 1. Pasar Liluwo

2. Pasar Sentral

3. Pasar Tilamuta
6. Juni 0 -
7. Juli 2 1. Pasar Marisa

2. Pasar Limboto
8. Agustus -
9. September -
10. Oktober 0 =
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11. | November 0 -
12. | Desember 0 -
4. Layanan Informasi, Pengaduan dan Narasumber

Sepanjang tahun 2019 Balai POM di Gorontalo memberikan layanan

informasi,

Narasumber dalam kegiatan yang diadakan oleh stakeholders di Provinsi

Layanan

Pengaduan dan

mendapatkan

Gorontalo, berikut kami sajikan dalam bentuk chart :

Chart Jumlah Layanan Informasi Selama Tahun 2019

undangan sebagai

Desember
November
Oktober
September
Agustus
Juli

Juni

Mei

April
Maret

Februari

Januari

LAYANAN INFORMASI

13

§26

)17

)18

10
10
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Chart Jumlah Layanan Pengaduan Selama Tahun 2019

LAYANAN PENGADUAN

Chart Jumlah Sebagai Narasumber Selama Tahun 2019

UNDANGAN SEBAGAI NARASUMBER
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Tabel 3.21 Pengukuran Kinerja Kegiatan untuk Sasaran Strategis
fiMeningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan
aman di wilayah kerja BPOM di Gorontaloo
Sasaran Strategi Program Target Input Target Realisasi Input Realisasi Capaian | Capaian | Efisiensi
Kegiatan Output Output Input Output
Meningkatnya Layanan
pengetahuan Informasi
23 layanan -

masyarakat pengawas Rp 792,108,000 Rp 790,998,451 23 layanan 99.86% 100% Efisien
terhadap Obat dan | obat dan
Makanan aman di makanan
wilayah kerja
BPOM di Komunitas
Gorontalo y(.amg Rp 708,820,000 |1 komunitas Rp 689,616,286 | 11 komunitas | 97.29% 100% Efisien

diberdayaka

n

Sepanjang tahun 2019 untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya
pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah
kerja BPOM di Gorontalo Balai POM di Gorontalo telah merealisasikan
anggaran sebesar 99,86% dari perencanaan sebesar Rp792.108.000 untuk
kegiatan KIE, serta berhasil merealisasikan capaian output sebesar 100%.
Kemudian Balai POM di Gorontalo telah merealisasikan anggaran sebesar
97,29% Rp708.820.000

Pemberdayaan Komunitas, serta berhasil merealisasikan capaian output

dari perencanaan sebesar untuk  kegiatan
sebesar 100%. Maka dapat disimpulkan bahwa Balai POM di Gorontalo dapat
secara Efisien menggunakan sumber dana yang ada. Bila dibandingkan tahun
2018 dapat diperoleh informasi bahwa Balai POM di Gorontalo semakin optimal
dalam penggunaan anggaran, tahun 2018 realisasi atas anggaran untuk
mendukung capaian output sebesar 92,76% dari anggaran yang tersedia
sebesar Rp500.000.000 untuk kegiatan KIE dan realisasi atas anggaran
sebesar 93,32% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp966.154.000 dengan

capaian output 100% serta predikat yang sama untuk efisiensi.

Tabel 3.22 Status Capaian Sasaran Strategis 3 Tahun 2018
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3 Meningkatnya 1.1 | Indeks 61 70,83 116,11 Sangat Baik
pengetahuan Pengetahuan
masyarakat Masyarakat

terhadap Obat dan
Makanan aman di
wilayah kerja
BPOM di
Gorontalo

Dengan segala usaha yang telah dilakukan Balai POM di Gorontalo
sepanjang tahun 2019, dengan merealisasikan seluruh target kinerja yang ada
serta merealisasikan anggaran secara efektif dan efisian, dapat disimpulkan
bahwa Sasaran Strategis 3 fiMeningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap
Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Gorontalootelah mencapai

target yang ditetapkan dengan status capaian fiSangat Baiko .

A.4 Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Obat dan

Makanan Berbasis Resiko

Keberhasilan pencapaian sasaran ke-4 ini diukur dengan 5 (lima)

Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Persentase Pemenuhan Pengujian Sesuai Standar

Untuk melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang beresiko
terhadap kesehatan, maka dilakukan pengujian sesuai standar. Balai POM di
Gorontalo memiliki target tahun 2019 sebesar 100%. Selama tahun 2019
dilakukan sampling sejumlah 1176 sampel, terdapat 6 sampel Obat yang TMS
ED, 1 sampel Obat TMS TIE, 10 sampel Obat Tradisional TMS TIE, 23 sampel
Kosmetik TMS TIE, 1 sampel Makanan TMS ED dan 3 sampel Makanan yang
TMS TIE, sampel yang dilakukan pengujian sesuai standar berjumlah 1132
sampel, dari jumlah sampel yg harus lilakukan pengujian standar tersebut
terdapat 11 sampel yang diuji namun tidak sesuai standar sehingga persentase

capaiannya sebesar 1121 sampel (99,03%). Persentase capaian indikator ini
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terhadap target adalah 99,03%, maka status capaian Indikator ini adalah
fiBaiko.

Grafik 3.9 Persentase Pemenuhan Pengujian Sesuai Standar

TARGET
= REALISA

2017 2018

Tabel 3.23 Persentase Pemenuhan Pengujian Sesuai Standar

Tren Persentase Pemenuhan Pengujian Sesuai Standar
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90 7 94,31
X
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80 —x— Persentase Pemenuhan
Pengujian Sesuai Stand

70

60

50

2016 2017 2018 2019

Pada dasarnya, seluruh sampel telah diuji dengan menggunakan
parameter kritis sesuai standar namun tidak secara lengkap sesuai dengan
standar parameter uji yang dipersyaratkan di Pedoman Prioritas Sampling
Tahun 20109.

Sampel yang diuji dengan Parameter Uji Kritis (PUK) namun tidak secara
lengkap adalah 11 sampel Obat. Sampel tidak bisa diuji karena pengujian
tersebut membutuhkan alat laboratorium dengan nilai investasi yang tinggi,
parameter uji sedikit, alat telah diusulkan ke P3OMN namun tidak disetujui

selain itu disebabkan juga karena baku pembanding sulit diperoleh.

Tindak lanjut perbaikan penyebab realisasi capaian tahun 2018 tidak tercapai :
1. Melakukan percepatan proses lelang pengadaan alat laboratorium
TA 2019 (bulan Juni 2019);
2. Melakukan percepatan proses lelang pengadaan reagen, media,
bhp pengujian dan suku cadang TA 2019 (bulan Agustus 2019);

3. Mengundang teknisi untuk melakukan perawatan alat laboratorium;

Karena hal tersebut di atas maka untuk memenuhi target indikator ini perlu
untuk melakukan subkontrak pengujian dengan Balai POM lain terhadap

sampel yang tidak efisien.
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Jika dibandingkan dengan Balai POM Kklaster 7, capaian Persentase
pemenuhan pengujian sesuai standar Balai POM di Gorontalo dapat dilihat
pada data tabel di bawah.

Tabel 3.24 Perbandingan Persentase Pemenuhan Pengujian Sesuai
Standar Klaster 7

Gorontalo| Ambon Palu Pangkal | Bengkulu
Pinang

Target
persentase
Pemenuhan

Pengujian
Sesuai
Standar
Realisasi
persentase
Pemenuhan
Pengujian
Sesuai
Standar
Persentase
Capaian
Terhadap
Target

100,00% | 100,00% | 100,00% | 95,00% 100,00%

99,03% 97,12% 98,79% 100% 91,69%

99,03% 97,12% 98,79% | 105,26% 91,69%

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator
Persentase Pemenuhan Pengujian Sesuai Standar 99,03% belum mencapai

target yang telah ditetapkan pada tahun 2019 100%.

2. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi
Ketentuan di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo

Pencapaian kegiatan ini diukur dengan indikator persentase sarana
produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target tahun
2019 sebesar 42%, dari 41 sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa,
27 sarana diantaranya memenuhi ketentuan (MK). Sehingga realisasinya
sebesar 65,85%, capaian indikator terhadap target adalah 156,79% maka

status capaian Indikator ini adalah fiTidak Dapat Disimpulkano.
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Grafik 3.10 Profil Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan
yang Memenuhi Ketentuan

1

Persentase sarana produksi
obat dan makanan yang
memenuhi ketentuan

@ Target

Tabel 3.25 Tabel Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang

Memenuhi Ketentuan

Tidak Dapat
Disimpulkan

9,80 156,79

8,33 65,85

Tren Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi

Ketentuan
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0 9,8
2018 2019
Tabel Sarana Produksi Gorontalo
No Nama Sarana Alamat Kecamatan Kab / Kota Jenis Sarana
1 Desa
Andini Pastel Dungaliyo Kec.Telaga Biru Kab.Gorontalo | Pangan
2 IKM Kreatif Desa Kaliyoso | Kec.Dungaliyo Kab.Gorontalo | Pangan
3 Alfatama  Aneka
Coffe Desa Tolotio Kec Dungaliyo Kab.Gorontalo | Pangan
4 Lapaklapa Kel.Kayubulan | Kec.Tibawa Kab.Gorontalo | Pangan/PIRT
5 Insan Cita Desa Lupayo | Kec. Limboto Kab.Gorontalo | Pangan/PIRT
6 Fermilan JAYA
Sentra JL.Moh.Yamin | Kec.Telaga Biru Kab.Gorontalo | Pangan/PIRT
7 Kab.Bone
LPK Suka Maju JL.Tinaloga Kec.Tilong kabila | Bolango Pangan
8 PT.Devincy Desa Kab. Bone
Airindo Tunggulo Kec.Tilong Kabila | Bolango AMDK
9 PT Buana Lembah | Desa Kab. Bone
Buana Tunggulo Kec.Tilong Kabila | Bolango AMDK
10 JL.Makam
IRTP  Kinamang | Nani Kab. Bone
Bakery Waartabone kec.Suwawa Bolango Pangan
11 | IRTP Miss | JL.Muchlis Kab.Bone
Putungo rahim Kec.Botupingge Bolango Pangan
12 Desa Kab.Bone
IRTP AL-Fikroh Panggulo Kec.Botupingge Bolango Pangan
13 Kota
IRTP Roti Sejuk JL.Beringin Kec.Dungingi Gorontalo Pangan
14 | IRTP Pia | JL.Nani Kota
Maharani Wartabone - Gorontalo Pangan
15 Kota
IRTP Alisha JL.Veteran Kec.Kota Timur Gorontalo Pangan
16 JL.Imam Kec.Kota Kota
Madam Meity Bonjol Sealatan Gorontalo Pangan
17 JL.Sultan Kota
Amnesyarid kue Botutihe Kec.Kota Timur Gorontalo Pangan
18 JL.Imam Kota
Extra Bakery Bonjol Kec.Kota Selatan | GORONTALO | Pangan
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19 | CV.Arifa Desa

Jaya(AMDK Amro) | Bolihuangga Kec.Limboto Kab.Gorontalo | Pangan(MD)
20 Desa Isimu

IKM Fatir Selatan Kec.Tibawa Kab.Gorontalo | Pangan(PIRT)
21 Kec.Limboto Pangan

PT Royal Coconut | Desa Ombulo | Barat Kab.Gorontalo | (PIRT)
22 | CV GO Herbal Kel.Hutuo Kec.Limboto Kab.Gorontalo | UMOT
23 JL.Trans Pangan

Edtyas Jaya Sulawesi Kec.lsimu Kab.Gorontalo | (PIRT)
24 | CV.Avita Tirta | JL.Beringin

(AMDK Aero) 2.No.131 Kec.Limboto Kab.Gorontalo | Pangan (MD)
25 JL.Trans

AMDK Nabih Sulawesi Kec.Popayato Kab.Pohuwato | Pangan
26 JL.Trans

IKM Margo Telo Taluditi Kec.Popayato Kab.Pohuwato | Pangan
27 JL.Trans

Sulawesi

IKM Ummi Zahwa | Bawah Kec.Patilanggio Kab.Pohuwato | Pangan
28 | IKM Dua Putri JL.Pelabuhan | Kec.Paguat Kab.Pohuwato | Pangan
29 | IKM Anugerah

Bread 2L Desa Palopo Kec.Marisa Kab.Pohuwato | Pangan
30 Desa

PKBM Salfa | Buntuliyah

Group Barat Kec.Duhiadaa Kab.Pohuwato | Pangan
31 Kota

Titi Food JL.Agus salim | Kec.Kota Tengah | Gorontalo Pangan
32 | F2 Bakery dan Kota

Pastri JL.Palma Kec.Dungingi Gorontalo Pangan
33 Kota

IRTP Roti Sejuk JL.Beringin Kec.Tamolobutao | Gorontalo Pangan
34 JL.S Parman Kota

Esplanade Bakery | No 77 Kec.Kota Selatan | Gorontalo Pangan
35 JL.Nani Kota

Pia Ceria Wartabone Kec.Kota Timur Gorontalo Pangan
36 Kota

Roti Saronde JL.Kenangam | Kec.Kota Tengah | Gorontalo Pangan
37 Kota

Gelael Indotim JL.HB Yassin | Kec.Kota Selatan | Gorontalo Pangan
38 | PT Harvest

Gorontalo

Indonesia - - Kab Gorontalo | IOT
39 | PG Tolangohula - - Kab Gorontalo | Pangan
40 | PT Sehat Baru

(Kosmetika) - - Kab Gorontalo | KOSMETIK
41 | CV Salga Mandiri - - Kab Gorontalo | Pangan
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Chart Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi
Ketentuan di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo

SARANA PRODUKSI

Tabel 3.26 Perbandingan Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan

yang Memenuhi Ketentuan Klaster 7

41,80%

41,80%

65,85%

45,30%

33,90%

16,36% 9%

156,79%

107,86%

80,71%

39,14% 21,53%
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator
Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan
65,85% melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2019 42% atau
dengan persentase capaian sebesar 156,79%.

3. Persentase Sarana Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan di
Wilayah Kerja BPOM Di Gorontalo

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat (PBF
dan instalasi farmasi kabupaten/kota) dan sarana pelayanan kefarmasian
(apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Sarana
yang diperiksa  setiap  tahun ditetapkan berdasarkan kriteria
Perka/SOP/pedoman/juknis Pengawasan Sarana Distribusi Obat. Jumlah
Sarana distribusi yang diperiksa adalah sarana distribusi yang diperiksa dalam
rangka pemeriksaan rutin dan kasus.

Target sarana distribusi memenuhi ketentuan pada tahun 2019 sebesar
56,67% dari total sarana distribusi Obat yang diperiksa. Realisasi pada tahun
2019 vyaitu 66,67%, dari 291 sarana distribusi yang diperiksa terdapat 194
sarana obat yang memenuhi ketentuan dengan capaian terhadap target
117,64%, status capaian Indikator ini adalah iSangat Baiko

Grafik 3.11 Profil Persentase Sarana Distribusi Obat yang Memenuhi

Ketentuan
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g; B Persentase sarana distribusi
215 obat yang memenuhi
37 ketentuan
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Tabel 3.27 Tabel Persentase Sarana Distribusi Obat yang Memenuhi

Ketentuan
% capaian thd|% capaian thd
AT AUR target 2018 target 2019 SIEE
Target Persentase
sarana dlstrlbu§| obat 30 56,67
yang memenuhi
e 14,89 117,64  |Sangat Baik
Realisasi Persentase
sarana distribusi obat
yang memenuhi 441 pe
ketentuan

Tren Persentase Sarana Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan

120
117,64
80
40
14,89
0
2018 2019

Persentase Sarana Distrib
Obat yang Memenuhi
Ketentuan

Mengenai hal tersebut maka solusi kedepannya yang dapat diambil untuk

meningkatkan capaian dari target indikator ini adalah sebagai berikut:
lebih direlaksasi/dilonggarkan untuk

1. Kriteria penilaian akhir

MK/TMK

persyaratan yang tidak terkait langsung dengan penurunan kualitas produk.

2. Perlu perkuatan pembinaan yang intensif kepada sarana distribusi
Pencapain indikator kinerja ini akan dijadikan bahan pertimbangan untuk

melakukan perkuatan pembinaan kepada sarana produksi.
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Terhadap permasalahan-permasalahan pada tahun 2018 tersebut, Balai
POM di Gorontalo telah melakukan hal-hal sehingga capaian tahun 2019
menngkat sebagai berikut :

1. Balai POM di Gorontalo menyampaikan rekomendasi hasil
pengawasan langsung ke sarana tanpa melalui Dinas Kesehatan,
sebagai usaha memperpendek rantai birokrasi sehingga
mempercepat tindak lanjut oleh sarana;

2. Sekiranya dapat memberikan kesempatan pada sarana untuk dapat
melakukan CAPA dengan jangka waktu penyelesaian untuk
kemudian disimpulkan MT / TMK, hal tersebut dilakukan dengan
mencontoh yang dilakukan auditor ISO terhadap BPOM terkait
CAPA temuan.

Jika dibandingkan dengan Balai POM klaster 7, capain persentase sarana
distribusi obat yang memenuhi ketentuan di Wilayah kerja Balai POM di

Gorontalo dapat dilihat pada data tabel di bawabh.

Tabel 3.28 Perbandingan Persentase Sarana Distribusi Obat yang

Memenuhi Ketentuan Klaster 7

Gorontalo| Ambon Palu Pangkal | Bengkulu
Pinang

Target
persentase
Sarana
Distribusi Obat | 56,67% 50% 78% 49,80% 507%
yang
Memenuhi
Ketentuan
Realisasi
persentase
Sarana
Distribusi Obat | 66,67% 34,12% 81,79% 25,47% 3,09%
yang
Memenuhi
Ketentuan
Persentase
Capaian
Terhadap
Target

117,65% | 68,24% 104,86% | 51,14% 6,18%

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator
Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan
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66,67% melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2019 56,67% atau
dengan persentase capaian sebesar 117,65%.

4. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat
Waktu di Wilayah Kerja BPOM Di Gorontalo

' Caﬁaian Nilai : Baik ‘100I00%z '

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup; Surat hasil pemeriksaan, Surat

rekomendasi, Surat pemberhentian proses penilaian. Sarana produksi Obat
Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Pangan Olahan dalam pendaftaran
produk, pemeriksaan PBF dalam rangka sertifikasi CDOB, penerbitan SKI/SKE
obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan. Penilaian sertifikasi tepat waktu
adalah tidak melewati timeline ( yang telah ditentukan dari surat permohonan
diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.

Target keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada
tahun 2019 sebesar 100,00% dari total permohonan penilaian sertifikasi yang
didelegasikan dari Badan POM ke Balai POM di Gorontalo. Realisasi pada
tahun 2019 yaitu 100%, dengan jumlah 11 permohonan penilaian sertifikasi
yang diselesaikan tepat waktu dengan capaian terhadap target 100,00%, maka

status capaian Indikator ini adalah fiBaiko

Datar Sertifikasi Balai POM di Gorontalo Tahun 2019

No Bulan Nama Nama Desa
Perusahaan
1. Januari PT. Setia Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik
Tenoch
2. Februari UMOT Al- Seritifikasi dalam rangka pendaftaran
Fikroh produk jamu (TR)
Maret 0 -
4. April PT. Reski Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik
Leifasto
PT. TEMPO | Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik
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5. Mei PT. Rukun | Sertifikasi dalam rangka pendaftaran
Mitra Sejati | produk pangan
6. Juni 0 -
7. Juli PT. Tri Jaya | Sertifikasi dalam rangka pendaftaran
Tangguh produk pangan (Krimer)
8. Agustus PT.Harvest | Sertifikasi dalam rangka pendaftaran
Gorontalo | produk pangan (Phytomaxx)
Indonesia
9. September | PT. Davinci Perpanjangan ljin MD
Airindo
IKM Sertifikasi dalam rangka pendaftaran
Mafahim produk pangan (Kopi Celup)
10. Oktober PT. Kimia Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik
Farma
Trading
Distribution
11. | November 0 -
12. | Desember | PT.Zamrud | Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik
Medika
Grafik 3.12 Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat
Waktu
110
105
100
gg F Persentase Keputusan
gg penilaian sertifikasi yang
;g diselesaikan tepat waktu
2(5) B Target
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Tabel 3.29 Tabel Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang

Diselesaikan Tepat Waktu

% % % %

capaian | capaian | capaian | capaian
AU AU AU EoY tahun tahun thd targetthd target SIEHLE

2016 2017 2018 2019

Target Persentase

keputusan

penilaian sertifikasi| 100| 100( 100 | 100

yang diselesaikan

tepat waktu

Realisasi 100 100 100 100 Baik

Persentase

keputusan 100| 100 100| 100

penilaian sertifikasi
yang diselesaikan
tepat waktu

Tren Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat

Waktu
120
X X X X
%Y 100 100 100
80
—x—Keputusan Penilaian
Sertifikasi yang Diselesaik
Tepat WaktuKetentuan
40
0
2016 2017 2018 2019

Jika dibandingkan capaian Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi

yang Diselesaikan Tepat Waktu klaster 7, capaian Balai POM di Gorontalo

dapat dilihat pada data tabel di bawah.

Tabel 3.30 Perbandingan Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang

Diselesaikan Tepat Waktu Klaster 7

Gorontalo| Ambon Palu Pangkal | Bengkul
Pinang u
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Target
persentase
Keputusan
Penilaian
Sertifikasi
yang
Diselesaikan
Tepat Waktu
Realisasi
persentase
Keputusan
Penilaian
Sertifikasi
yang
Diselesaikan
Tepat Waktu
Persentase
Capaian
Terhadap
Target

100% 85% 90% 90% 83%

100% 100% 100% 68,75% 100%

100% 117,65% | 111,11% | 76,39% | 120,48%

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator
Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu
100% sesuai target yang telah ditetapkan pada tahun 2019 100%.

5. Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan yang
Dilaksanakan di Wilayah Kerja BPOM Di Gorontalo

TEEEREETEr e

Tindak lanjut adalah feedback/respon dari pelaku usaha atau instansi
terkait terhadap rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai atas
keputusan Kepala Balai/perintah dari Pusat, rekomendasi adalah hasil
pengawasan dihitung berdasarkan pelanggaran berupa pembinaan, peringatan,
peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan ljin/Pencabutan NIE,
tindak lanjut kasus, misalnya hasil pemeriksaan sarana (pemeriksaan sarana
produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil
pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label,
penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Target rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan yang
dilaksanakan pada tahun 2019 sebesar 63,33%, realisasi pada tahun 2019
sebesar 68,42% yaitu 208 dokumen tindak lanjut dari 304 jumlah rekomendasi

J}/’
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dengan capaian terhadap target 108,04%, dengan status capaian Indikator ini
adalah fiBaiko

Grafik 3.13 Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan

yang Dilaksanakan

70

65 W Persentase Keputusan
penilaian sertifikasi yang

60

diselesaikan tepat waktu

ETarget

Tabel 3.31 Tabel Persentase Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat

dan Makanan yang Dilaksanakan

% capaian | % capaian
2018 2019 thd target | thd target Status
2018 2019
Target rasio tindak lanjut
hasil pengawasan obat dan 50 63,33
7 LT Sy oL AL AINE 105,78 91,93 Baik
Realisasi rasio tindak lanjut
hasil pengawasan obat dan 52,89 | 68,42%
makanan yang dilaksanakan

Untuk meningkatkan capaian di indikator ini maka hal yang perlu

dilakukan di tahun kedepanya adalah:

1. Langsung mengirimkan surat tindak lanjut/rekomendasi kepada
penanggung jawab sarana

2. Aktif dalam melakukan monitoring terhadap rekomendasi yang telah
diterbitkan/dikirimkan kepada instansi/pelaku usaha

3. Memanfaatkan teknologi informasi (SMART BPOM)

Jika dibandingkan capaian Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat
dan Makanan yang Dilaksanakan klaster 7 dapat dilihat pada data tabel di

bawabh.
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Tabel 3.32 Perbandingan Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan

Makanan yang Dilaksanakan Klaster 7

Gorontalo

Ambon

Palu

Pangkal
Pinang

Bengkulu

Target
persentase
Rasio Tindak
Lanjut Hasil
Pengawasan
Obat dan
Makanan yang
Dilaksanakan

63,33%

60%

583,75%

46,95%

49,95%

Realisasi
persentase
Rasio Tindak
Lanjut Hasil
Pengawasan
Obat dan
Makanan yang
Dilaksanakan

58,22%

63,55%

60,79%

40,04%

21,56%

Persentase
Capaian
Terhadap
Target

91,93%

105,92%

113,10%

85,28%

43,16%

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator

Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan yang Dilaksanakan
58,22% dibawah target yang telah ditetapkan pada tahun 2019 63,33%.

Secara garis besar pencapaian kegiatan untuk sasaran strategis
AMeni ngkatnya efektivitas pengawasan obat
wilayah kerja Balai POM di Gorontalootahun 2019 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.33 Pengukuran Kinerja Kegiatan untuk Sasaran Strategis
i Me ni n g kkEéektivijag Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis
Risiko di Wilayah KerjaBa |l a i POM di Gorontal oo
Sasaran Strategi Program/Kegiatan Target Input Target Realisasi Input | Realisasi | Capaian | Capaian | Efisiensi
Output Output Input Output
Meningkatnya Dukungan Teknis Rp 2.006.498.000 | 1 Dokumen| Rp 1.986.576.401| 1 Dokumen | 99,01% 100% Efisien
efektivitas dan Menejemen
pengawasan obat Laboratorium
dan makanan
Pengawasan Rp 85.262.000 41 Sarana | Rp 77.423.219 41 Sarana | 90,81% 100% Efisien
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berbasis risiko di Sarana Produksi
wilayah kerja Balai
POM di Gorontalo Pengawasan Rp 961.645.000 803 Sarana| Rp 929.211.262 | 803 Sarana | 96,63% 100% Efisien
Sarana Distribusi

Sepanjang tahun 2019 untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya
Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Risiko di Wilayah
Kerja Balai POM di Gorontalo Balai POM di Gorontalo telah merealisasikan
anggaran sebesar 99,01% dari perencanaan sebesar Rp2.006.498.000 untuk
dukungan teknis dan manajemen laboratorium, serta berhasil merealisasikan
capaian output sebesar 100%. Kemudian Balai POM di Gorontalo telah
merealisasikan anggaran sebesar 90,81% dari perencanaan sebesar
Rp85.262.000 untuk kegiatan Pengawasan sarana produksi, serta berhasil
merealisasikan capaian output sebesar 100%, kemudian Balai POM di
Gorontalo telah merealisasikan anggaran sebesar 96,63% dari perencanaan
sebesar Rp961.645.000 untuk kegiatan Pengawasan sarana distribusi, serta
berhasil merealisasikan capaian output sebesar 100% Maka dapat disimpulkan
bahwa Balai POM di Gorontalo dapat secara Efisien menggunakan sumber
dana yang ada. Bila dibandingkan tahun 2018 dapat diperoleh informasi bahwa
Balai POM di Gorontalo semakin optimal dalam penggunaan anggaran, tahun
2018 realisasi atas anggaran untuk mendukung capaian output sebesar 82,56%
dari anggaran yang tersedia sebesar Rp2.250.000.000 untuk dukungan teknis
dan manajemen laboratorium dan realisasi atas anggaran sebesar 77,95% dari
anggaran yang tersedia sebesar Rp40.462.000 untuk kegiatan Pengawasan
sarana produksi serta realisasi atas anggaran sebesar 77,15% dari anggaran
yang tersedia sebesar Rp996.813.000 untuk kegiatan Pengawasan sarana

distribusi dengan capaian output 100% serta predikat yang sama untuk

efisiensi.
Tabel 3.34 Status Capaian Sasaran Strategis 4 Tahun 2019
No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi % Status % Status
Strategis Capai | Capaian Capaian| Capaian
an Rata- Rata-
Rata Rata
4 Meningkatnya 11 Persentase
efektivitas pemenuhan 100,00 | % | 99,03 | % | 99,03 Baik B
PEEEMERET pengujian sesuai
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Obat dan standar

Makanan

berbasis risik 1.2 | Persentase sarana
produksi Obat dan g g Tidak Dapat
e yang 42,00 % 65,85 % | 156,78 Disimpulkan

memenuhi ketentuan
1.3 | Persentase sarana
distribusi Obat yang 56,67 % 66,67 % | 117,65 | Sangat Baik
memenuhi ketentuan
1.4 | Persentase
keputusan penilaian
sertifikasi yang 100,00 | % | 100,00 | % | 100,00 Baik
diselesaikan tepat
waktu

1.5 | Rasio tindak lanjut
hasil pengawasan
Obat dan makanan
yang dilaksanakan

63,33 | % | 58,22 | % | 91,93 Baik

Dapat disimpulkan dari tabel diatas bahwa Sasaran Strategis 4 fMeningkatnya
efektivitas pengawasan obat dan makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai
POM di Gorontaloo telah mencapai target yang ditetapkan dengan status

C a p a iSangat Biaiko .

A.5 Sasaran Strategi 5 : Meningkatnya Efektifitas Penyidikan Tindak
Pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo

Keberhasilan pencapaian sasaran ke-5 ini diukur dengan 1 Indikator

Kinerja Utama yaitu:

1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Hingga Tahap Il di Wilayah
Kerja BPOM di Gorontalo

Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan
hasil gelar kasus, dan yang dimaksud dengan perkara tahap Il adalah perkara
yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti.
Pada tahun 2019 Balai POM di Gorontalo berhasil menyelesaikan sampai
dengan tahap Il sejumlah 9 perkara dari 14 perkara yang ditangani.Target
persentase perkara yang diselesaikan sampai tahap Il di tahun 2019 adalah

50% dengan realisasi perkara yang dislesaikan sampai tahap Il sebesar
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64,28% (9Perkara) dengan capaian terhadap target sebesar 128,57%, maka

status capaian Indikator ini adalah fiTidak Dapat Disimpulkano.

Tabel 3.35 Jumlah Perkara yang diselesaikan hingga Tahap Il tahun

2017-2019
Perkara Carry Over 2019 Total
Pro justitia 7 7 14
Tahap Il 4 5 9

Grafik 3.14 Persentase Perkara yang Diselesaikan Hingga Tahap Il di

Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo

Persentase perkara yang
diselesaikan hingga tahap ||

B Target

Data Perkara Yang Diselesaikan Sampai Tahap Il
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No Perkara Tahun Status Perkara di 2019

Pangan TIE an Gafir Nasaru 2017 P19

Kosmetika TIE an Ibrahim Gule 2017 SPDP
3 | Obat Keras tanpa keahlian dan 2017

Kewenangan an Moh Yan Ismalil tahap 2 & putusan pengadilan
4 | Obat Keras tanpa keahlian dan 2017

Kewenangan an Moh Nasir tahap 2 & putusan pengadilan
S | Kosmetika TIE a/n Samsul Bahri 2018 | tahap 2 & putusan pengadilan
6 | Kosmetika TIE a/n Rustam 2018 | tahap 2 & putusan pengadilan
" | Kosmetika TIE an Fatmawati 2018 SPDP
8 | Obat Keras tanpa keahlian dan 2019

Kewenangan an Sabri tahap 2 & putusan pengadilan
9 | Obat Keras tanpa keahlian dan 2019

Kewenangan an Sulastri Maele Tahap 2
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10 | Obat Keras tanpa keahlian dan 2019
Kewenangan an Olwin SPDP
L | Kosmetika TIE an Fredy Lih 2019 Tahap 1
y Lihawa anhap
12 | Pangan mengandung Bahan 2019
Berbahaya an Tue Amiri Tahap 2
13 | Pangan mengandung Bahan 2019
Berbahaya an Kun B Nani Tahap 2
14 | Pangan mengandung Bahan 2019
Berbahaya an David Tahap 2

Tabel 3.36 Tabel Persentase Perkara yang Diselesaikan Hingga Tahap Il di
Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo

2018 2019 % capaian thd % capaian thd Status
target 2018 target 2019
Target persentase perkara yang 50 50 40,00 128,56 Tidak Dapat
diselesaikan hingga tahap I Disimpulkan
Realisasi persentase perkara yang 20 64,28

diselesaikan hingga tahap I

Tren Persentase Perkara Yang Diselesaikan Hingga Tahap Ii

160
X
/
120 128,56
80 —x—Tren Persentase Perkar
Yang Diselesaikan Hing
Tahap Il

Capaian pada indikator ini melebihi target 2019 bahkan melebihi capaian
tahun 2018, banyak hal saran perbaikan tahun sebelumnya yang telah
dilaksanakan, antara lain :

1. Meningkatnya koordinasi antara penyidik Balai POM di Gorontalo dengan

CJS (Criminal Justice System);
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2. Investigasi dilakukan secara baik sehingga memperoleh data awal yang
berkualitas;

3. Penyidik mampu menyelesaikan berkas perkara tepat waktu.

Balai POM di Gorontalo memandang perlu melakukan inovasi-inovasi
dalam rangka peningkatan capaian target kinerja kedepan, antara lain :

1. Mengupdate peta rawan kasus obat dan makanan di wilayah kerja Balai
POM di Gorontalo sebagai pusat data kasus sebagai panduan para
penyidik;

2. Perkuatan koordinasi CJS (Criminal Justice System).

Jika dibandingkan persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II

klaster 7, realiasasi capaian Balai POM di Gorontalo dapat dilihat pada data
tabel di bawah.

Tabel 3.37 Perbandingan Persentase Perkara Yang Diselesaikan Hingga
Tahap Il di Klaster 7

Gorontalo  Ambon Palu Pangkal  Bengkulu
Pinang
50% 50% 50% 50% 50%
64,28% 100% 55,56% 60% 60%
128,56% 200% 111,12% 120% 120%

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator
rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan
melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2019.
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Pencapai aan kegi at an u MenindkatngaaEseltifitasn st r at
Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BPOM di

Gorontalootahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.38 Pengukuran Kinerja Kegiatan untuk Sasaran Strategis
fMeningkatnya Efektifitas Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan di
Wilayah Kerja BPOM di Gorontaloo

Penyidikan
obat dan Rp 561.878.000 | 8 Perkara| Rp 538.359.419| 8 Perkara| 95,81% Efisien
makanan

Sepanjang tahun 2019 untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya
Efektifitas Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan Balai POM di
Gorontalo telah merealisasikan anggaran sebesar 95,81% dari perencanaan
sebesar Rp561.878.000 untuk kegiatan penyidikan obat dan makanan, serta
berhasil merealisasikan capaian output sebesar 100%. Maka dapat disimpulkan
bahwa Balai POM di Gorontalo dapat secara Efisien menggunakan sumber
dana yang ada. Bila dibandingkan tahun 2018 dapat diperoleh informasi bahwa
Balai POM di Gorontalo semakin optimal dalam penggunaan anggaran, tahun
2018 realisasi atas anggaran untuk mendukung capaian output sebesar 75,85%
dari anggaran yang tersedia sebesar Rp575.559.000 untuk dengan capaian

output 100% serta predikat yang sama untuk efisiensi.

Tabel 3.39 Status Capaian Sasaran Strategis 5 Tahun 2019

NO. SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI % Status
STRATEGIS KINERJA CAPAIAN capaian

5 Meningkatnya 1.1  Persentase 50 % 64,28 % 128,56% Tidak Dapat
Efektifitas perkara yang Disimpulkan
Penyidikan Tindak diselesaikan
Pidana Obat dan hingga tahap Il
Makanan di
Wilayah Kerja
BPOM di

Gorontalo
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Dari tabel diatas bahwa Sasaran Strategis 5 fMeningkatnya Efektifitas
Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BPOM di
Gorontaloo st at u dTidakDapat isimpulkano .

A.6 Sasaran Strategi 6 : Terwujudnya RB Balai POM di Gorontalo sesuai
Roadmap RB BPOM 2019-2024

Keberhasilan pencapaian sasaran ke-6 ini diukur dengan 1 Indikator

Kinerja Utama yaitu:

1. Nilai AKIP BPOM di Gorontalo

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana
sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran
dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem
akuntabilitas keuangan.

Nilai SAKIP Balai POM di Gorontalo tahun 2019 dari Badan POM adalah
74,18 dari target 81,00 sehingga capaian sebesar 91,58%. Maka status capaian
indikator ini i B a i. kange penilaian SAKIP sebagai berikut :

Tabel 3.40 Range Penilaian SAKIP dari Badan POM

Sangat Memuaskan

>60s.d 70 B Baik
> 50 s.d 60 CcC Cukup Baik
> 40 s.d 50 C Agak Kurang

6.
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Pencapaian yang baik atas Indikator Nilai AKIP BB/BPOM tidak lepas dari
usaha yang telah dilakukan sepanjang tahun 2019, antara lain :
1. Peningkatan monitoring dan evaluasi terkait penerapan SAKIP di

lingkungan Balai POM di Gorontalo.

Dalam usaha mencapai target capaian Nilai AKIP BB/BPOM di tahun
mendatang, Balai POM di Gorontalo memandang perlu melakukan upaya-
upaya sebagai berikut :

1. Melakukan cascading target dari level Kepala Unit Kerja sampai

dengan tingkat individu;

2. Melakukan penilaian Perjanjian Kinerja level eselon IV,

3. Menyusun RENSTRA 2020-2024 dengan indikator yang lebih terukur
dibuat perjanjian kinerja secara terukur sampai level individu dan
diukur dengan SMART;

4. Membuat pusat data SAKIP menggunakan bitly agar mudah
tertelusur.

bit.ly/SAKIP_Gorontalo

Grafik 3.15 Profil Nilai AKIP BPOM Gorontalo

realisasi

OTarget

Tabel 3.41 Tabel Persentase Terwujudnya RB Balai POM di Gorontalo

sesuai Roadmap RB BPOM 201571 2019

2016 2017 2018 2019 % capaiar % capaian % capaian thc % capaian thc  Status
tahun 2017 tahun 20B target 2019 target 2020
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Target persentase terwujudny®B 60 80 78 81 114,65 91,12 93,56 91,58 Baik
Balai POMdi gorontalo sesuai

roadmapRB BPON2015¢ 2019

Realisasi persentase terwujudnya 68,79 72,91 72,98 74,18

RB Balai POMi gorontalo sesuai

roadmapRB BPON2015¢ 2019

Tren Persentase Terwujudnya RB Balai POM di Gorontalo sesuai
Roadmap RB BPOM 20157 2019

100
80
X
X X:
68.79 72,91 72,98 74,18
60 —x—Tren Persentase
Terwujudnya RB Balai PON
di Gorontalo sesuai
40 Roadmap RB BPOM 2045
2019
20
0
2016 2017 2018 2019

Jika dibandingkan persentase terwujudnya RB Balai POM di Gorontalo
sesuai roadmap RB BPOM 2015 i 2019 klaster 7, capaian Balai POM di
Gorontalo dapat dilihat pada data tabel di bawabh.

Tabel 3.42 Perbandingan Persentase Terwujudnya RB Balai POM di
Gorontalo sesuai Roadmap RB BPOM 201571 2019

Gorontalo Ambon Palu
Pangkal Bengkulu
Pinang
Target 81 81 81 81 81
Persentase
Terwujudnya RB
Balai POM di
Gorontalo
sesuai
Roadmap RB
BPOM 2015 i
2019
Realisasi 74,18 74,07 75,77 72,22 72,24
Persentase
Terwujudnya RB
Balai POM di
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Gorontalo
sesuai
Roadmap RB
BPOM 2015 i
2019
Persentase
Capaian
Terhadap
Target

91,58%

91,44%

93,54%

89,16%

89,19%

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator

terwujudnya RB Balai POM di Gorontalo sesuai Roadmap RB BPOM 2015 i

2019 belum mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2019.
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Pencapaiaan kegiatan unlerwdpudnmeRBaBalan str at
POM di Gorontalo sesuai Roadmap RB BPOM 20151 20196tahun 2019 adalah
sebagai berikut :
Tabel 3.43 Pengukuran Kinerja Kegiatan untuk Sasaran Strategis
fiTerwujudnya RB Balai POM di Gorontalo sesuai Roadmap RB BPOM
20157 20190
Sasaran Strategi Program/ Target Input Target Realisasi Input Realisasi | Capaian | Capaian | Efisiensi
Kegiatan Output Output Input Output
Terwujudnya RB Penyusunan Rp 1.891.930.000 | 10 Dokumen| Rp 1.870.392.383| 10 Dokumen| 98,86% 100% Efisien
Balai POM di Dokumen
Gorontalo sesuai Perencanaan,
Roadmap RB Penganggaran
BPOM dan Evaluasi
Pengadaan Rp 3.850.494.000 27 Unit RP 3.846.548.900 27 Unit 99,90% 100% Efisien
Sarana dan
Prasarana

perencanaan sebesar Rp1.891.930.000 untuk kegiatan penyusunan dokumen

perencanaan,

penganggaran dan evaluasi, serta berhasil merealisasikan

Sepanjang tahun 2019 untuk mencapai sasaran strategis Terwujudnya
RB Balai POM di Gorontalo sesuai Roadmap RB BPOM 2015 i 2019 Balai

POM di Gorontalo telah merealisasikan anggaran sebesar 98,86% dari

capaian output sebesar 100% dan telah merealisasikan anggaran sebesar
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99,90% dari perencanaan sebesar Rp3.850.494.000 untuk pengadaan sarana
dan prasarana, serta berhasil merealisasikan capaian output sebesar 100%
Maka dapat disimpulkan bahwa Balai POM di Gorontalo dapat secara Efisien
menggunakan sumber dana yang ada. Bila dibandingkan tahun 2018 dapat
diperoleh informasi bahwa Balai POM di Gorontalo semakin optimal dalam
penggunaan anggaran, tahun 2018 realisasi atas anggaran untuk mendukung
capaian output sebesar 91,43% dari anggaran yang tersedia sebesar
Rp1.147.607.000 untuk enyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan
evaluasi serta realiasasi sebesar 95,91% dari anggaran Rp9.224.700.000 untuk
pengadaan sarana dan prasarana dengan capaian output 100% serta predikat

yang sama untuk efisiensi.

Tabel 3.44 Status Capaian Sasaran Strategis 6 Tahun 2019

J}/’

BADAMN FOM

NO. SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI % Status
STRATEGIS KINERJA CAPAIAN capaian
6 Terwujudnya RB
Balai POM di
Gorontalo sesuai Nilai AKIP .
Roadmap RB 11 BB/BPOM 78,00 % 74,18 % 91,58% Baik
BPOM 2019 i
2024

Dari tabel diatas bahwa Sasaran Strategis 6 Ailferwujudnya RB Balai POM
di Gorontalo sesuai Roadmap RB BPOM 201571 20190

Tabel 3.45 Tabel Pengukuran Kinerja dan Status Capaian Kinerja BPOM di

statugBak@apai an

Gorontalo
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan Target Realisasi % Status
(Output)/Indikator Capaian
2019 2019
SS1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman 98,26 Baik
dan bermutu di masing-masing wilayah kerja
BB/BPOM
1 Indeks Pengawasan Obat dan Makanan 71 63,45 89,37 Cukup
2 Persentase Obat yang memenuhi syarat 94,00 | % 76,37 % 81,24 Cukup
3 Persentase Obat Tradisional yang memenuhi 80,00 | % 78,36 % 97,95 Baik
syarat
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4 Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat 80,00 | % 83,96 % 104,95 Baik
5 Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi | 87,00 | % | 100,00 % 114,94 Sangat Baik
syarat
6 Persentase Makanan yang memenuhi syarat 71,00 | % 71,80 % 101,13 Baik
SS 2 | Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan 113,82 Sangat Baik
kesadaran masyarakat terhadap keamanan,
manfaat dan mutu Obat dan Makanan
1 Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku 61 77,31 126,74 Tidak dapat
usaha di bidang Obat dan Makanan disimpulkan
2 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) 66 66,59 100,89 Baik
terhadap Obat dan Makanan aman
SS 3 | Meningkatnya pengetahuan masyarakat 116,11 Sangat Baik
terhadap Obat dan Makanan aman di masing-
masing wilayah kerja BB/BPOM
1 Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat 61,00 70,83 116,11 Sangat Baik
dan Makanan aman
SS 4 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat 113,08 Sangat Baik
dan Makanan berbasis risiko
1 Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar | 100,00 | % 99,03 % 99,03 Baik
2 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan 42,00 | % 65,85 % 156,79 Tidak dapat
yang memenuhi ketentuan disimpulkan
3 Persentase sarana distribusi Obat yang 56,67 % 66,67 % 117,65 Sangat Baik
memenuhi ketentuan
4 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang 100,00 | % | 100,00 % 100,00 Baik
diselesaikan tepat waktu
5 Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan 63,33 | % 58,22 % 91,93 Baik
makanan yang dilaksanakan
SS 5 | Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat 128,56 Tidak dapat
dan Makanan disimpulkan
1 Persentase perkara yang diselesaikan hingga 50,00 | % 64,28 % 128,56 Tidak dapat
tahap Il disimpulkan
SS 6 | Terwujudnya RB BB/BPOM sesuai roadmap 91,59 Baik
RB BPOM 2015 - 2019
1 Nilai AKIP BB/BPOM 81,00 74,18 91,58 Baik

Balai POM di Gorontalo telah melakukan pengukuran kinerja hinggal level

pejabat struktural eselon IV.

https://www.facebook.com/bpomdigorontalo/photos/pcb.2616647831950240/26

16647548616935/?type=3&theater

B. REALISASI ANGGARAN

B.1 Uraian Realisasi Anggaran Yang Dipergunakan Per Sasaran Kegiatan
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Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2004 dan Kepres No. 42 Tahun 2004 tentang
Pedoman Pelaksanaan APBN akuntabilitas keuangan Balai Pengawas Obat
dan Makanan di Gorontalo tahun 2019 telah dilaporkan melalui Laporan
Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan

Atas Laporan Keuangan (CALK).

Pagu Anggaran

Pada tahun 2019 Balai POM di Gorontalo memperoleh anggaran sebesar Rp
19.455.957.000,-. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Pegawai Rp
5.600.234.000,- ; Belanja Barang Rp 10.005.229.000,- ; serta Belanja Modal Rp
3.850.494.000,-. Realisasi anggaran Balai POM di Gorontalo tahun 2019
adalah sebesar Rp19.142.549.303,- (98,39%), yang terdiri atas Belanja
Pegawai Rp5.456.840.693,- (97,44%); Belanja Barang Rp 9.839.159.710,-
(98,34%) dan Belanja Modal Rp3.846.548.900,- (99,90%). Dengan rincian
sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.46 Rincian Realisasi Anggaran Balai POM di Gorontalo
Tahun Anggaran 2019

Jj/’
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No Uraian Ang(gpa;ran Rea(lRlp:;,am %
= gggj‘;\f\gi 5.600.234.000, - 5.456.840.693,- | 97,44
2. | Belanja Barang 10.005.229.000,- 9.839.159.710,- 98,34
3. | Belanja Modal 3.850.494.000,- 3.846.548.900,- 99,90
JUMLAH 19.455.957.000,- 19.142.549.303,- 98,39

Realisasi anggaran pada tahun 2019 mengalami kenaikan jika dibandingkan
realisasi pada tahun 2018. Secara keseluruhan realisasi anggaran tahun 2019
yaitu sebesar 98,39%, dengan demikian mengalami peningkatan realisasi
sebesar 8,85% dibanding tahun anggaran 2018 dengan realisasi sebesar
89,54%.

Tabel 3.47 Anggaran dan Realisasi tahun 2018 dan 2019
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2017 2018 2019 Keterangan
Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Kenaikan
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 8,85
20.900.991.000. 18.706.136.328.- | 24.646.879.000.- 22.068.727.695.- 19.455.957.000, 19.142.549.303,-
(89,50%) (89,54%) (98,39%)

B.2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu
kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan
input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar;
atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih
besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase
capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks
efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output

terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut :

IE%_ Capaian Output

% Capaian I nput

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang
dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan
adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang dapat diperoleh
dengan menggunakan rumus :

% Rencana
% Rencana

CapailamO%ut put

SE .
Capail®d® % mput

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengam membandingkan

IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika IE OSE, maka kegiatan dianggap efisien
Jika IE < SE, maka kegiatan dianggap tidak efisien
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Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut
diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi
yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus
berikut:

| ESE

TE —=
SE

Nilai TE yang diperoleh bervariasi antara 0,06 hingga 1,62. Dalam hal ini,
semakin tinggi TE maka kegiatan dianggap semakin tidak efisien. Kegiatan
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Dokumen Penganggaran dan Dokumen
Evaluasi mempunyai TE tertinggi karena anggaran yang digunakan paling
sedikit namun output yang diperoleh sangat tinggi. Indikator output kegiatan
Peningkatan Kemampuan Fungsi/ Kapasitas/ Teknis Laboratorium karena
target yang ditetapkan tidak tercapai sedangkan kegiatan Penyidikan dan
Penyelidikan tidak efisien karena terdapat Penggunaan Anggaran terpakai,

sementara target jumlah Kasus tidak tercapai.

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan
yang dinyatakan efisien dalam buku ini dapat berubah menjadi tidak efisien
setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Dalam buku
ini, perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara output
dan input, yang hanya berupa dana. Untuk selanjutnya, pengukuran efisiensi
kegiatan perlu juga mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data
yang lebih memadai. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat

dilihat pada Lampiran Pengukuran Efisiensi Kinerja.

Tabel 3.48 Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis

Jj/’
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NO

SASARAN STRATEGIS/
KEGIATAN

ALOKASI
ANGGARAN

REALISASI
ANGGARAN

% SERAPAN
ANGGARAN
(INPUT)

CAPAIAN
(OUTPUT)

EFISIENSI

Terwujudnya Obat dan
Makanan yang aman dan
bermutu di di Wilayah
Kerja Balai POM di
Gorontalo

Rp658.114.000

Rp641.507.857

97,48

100,00

Efisien

Meningkatnya kepatuhan
pelaku usaha dan
kesadaran masyarakat
terhadap keamanan,
manfaat dan mutu Obat
dan Makanan di Wilayah
Kerja Balai POM di
Gorontalo

Rp223.624.000

Rp211.321.493

94,50

100,00

Efisien

Meningkatnya
pengetahuan masyarakat
terhadap Obat dan
Makanan aman di Wilayah
Kerja Balai POM di
Gorontalo

Rp792.108.000

Rp790.998.451

99,86

100,00

Efisien

Rp708.820.000

Rp689.616.286

97,29

100,00

Efisien

Meningkatnya efektivitas
pengawasan Obat dan
Makanan berbasis risiko di
Wilayah Kerja Balai POM
di Gorontalo

Rp2.006.498.000

Rp1.986.576.401

99,01

100,00

Efisien

Rp85.262.000

Rp77.423.219

90,81

100,00

Efisien

Rp961.645.000

Rp929.211.262

96,63

100,00

Efisien

Meningkatnya efektivitas
penyidikan tindak pidana
Obat dan Makanan di
Wilayah Kerja Balai POM
di Gorontalo

Rp561.878.000

Rp538.359.419

95,81

100,00

Efisien

Terwujudnya RB Balai
POM di Gorontalo sesuai
roadmap RB BPOM 2015
i 2019

Rp1.891.930.000

Rp1.870.392.383

98,86

100,00

Efisien

Rp3.850.494.000

Rp3.846.548.900

99,90

100,00

Efisien

Berdasarkan data tersebut di atas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan

sebagaimana tabel di atas.

antara alokasi anggaran dan realisasi antara anggaran keseluruhan Balai POM

di Gorontalo dengan anggaran berdasarkan kelompok sasaran strategis

Pada tabel 3.48, dapat dilihat bahwa alokasi anggaran terbesar adalah

Gorontaloo .

Rata-rata realisasi anggaran untuk sasaran strategis adalah 97,02%.

untuk mendukung sasaran keenam yaitu fiferwujudnya RB Balai POM di
Gorontalo sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 20190 sedangkan alokasi
anggaran terkecil adalah untuk mendukung sasaran kedua yaitu iMeningkatnya
kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan,

manfaat dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di
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BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara keseluruhan Balai POM di Gorontalo pada tahun 2019
menunjukkan bahwa Program Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah
Gorontalo dapat dikatakan berhasil. Hal tersebut dapat ditunjukkan dari capaian
6 sasaran strategis yang menjadi Perjanjian Kinerja Kepala Balai POM di
Gorontalo dengan capaian : 3 Sangat Baik, 2 Baik, dan 1 tidak dapat
disimpulkan. Realisasi anggaran pada tahun 2019 sebesar 98,39%
menunjukkan kinerja yang sangat memuaskan dibandingkan realisasi anggaran
tahun 2018 sebesar 89,54%. Dapat disimpulkan pula, Balai POM di Gorontalo
menggunakan sumber daya dengan sangat cermat, sebagai bukti dapat tersaji
dalam data diatas, bahwa seluruh sasaran strategis menunjukkan hasil yang

efisien.
B. PERMASALAHAN/KENDALA

Dalam melaksanakan seluruh kegiatan di Balai Pengawas Obat dan
Makanan di Gorontalo selalu berusaha mencurahkan segala sumber daya yang
ada untuk dapat tercapai dengan hasil yang maksimal, namun masih terdapat

banyak kekurangan dan kendala yang dihadapi antara lain :

1. IPOM diukur n-1 namun dibandingkan terhadap target tahun n. Hal tersebut
tidak berhubungan atas segala upaya yang dilakukan terkait pengawasan
Obat dan Makanan pada tahun n (perbaikan yang dilakukan pada tahun n
tidak dapat merubah nilai IPOM n-1);

2. Kesulitan menarik kesimpulan penandaan sampel obat disebabkan aplikasi
SIPT yang belum mendukung secara penuh;

3. Perubahan strategi pencapaian kinerja yang telah ditetapkan tidak diikuti

dengan penyesuaian target kinerja.
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C.PEMECAHAN MASALAH

Sebagai langkah antisipatif mengatasi kendala tersebut dibutuhkan

kegiatan sebagai berikut :

1. Penyesuaian target IPOM berdasarkan data n-1;
2. Membuat pusat data SAKIP berupa bit.ly/SAKIP_Gorontalo dalam

rangka akuntabilitas dan mempermudah pengumpulan data;

D. SARAN

1. Hasil pengukuran IPOM agar dapat dikeluarkan pada awal tahun
berikutnya;

2. Penyederhanaan kegiatan, sehingga hanya kegiatan yang benar-benar
mendukung sasaran strategis saja, hal tersebut dapat bermanfaat dalam

efisiensi anggaran serta mempermudah pengukuran capaian sasaran;

Demikian Laporan Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di
Gorontalo tahun 2019 ini disusun sebagai bagian pertanggungjawaban kinerja

pemerintah dan semoga dapat bermanfaat bagi para stakeholder.

Jj/’

BADAMN FOM
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